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VISI MAHKAMAH AGUNG

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif,
efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan
pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi
masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI MAHKAMAH AGUNG

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan,
serta memenubhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen,
bebas dari campur tangan pihak lain;
Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat;
Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien,
dan bermartabat serta dihormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri,
tidak memihak dan transparan.
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WEWENANG MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970,

maka kewenangan Mahkamah Agung adalah:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung;

2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang; dan Pernyataan tidak berlaku peraturan
perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan
tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung
kepada Mahkamah Agung.

3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan
pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya
berdasarkan ketentuan undang-undang.









KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2004, Mahkamah Agui \o
memulai tradisi Penyampaian Laporan \ \
yang dibacakan di hadapan publik. Sebel \\\\\
Laporan Tahunan Mahkamah Agung serta ja
peradilan di bawahnya hanya disampai \\
dalam sidang MPR/DPR. Penyampaian Lapora \\
Tahunan dalam sidang terbuka untuk publik
ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud
transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Tahunan berisi pelaksanaan tugas
pokok, dan fungsi Mahkamah Agung beserta
jajaran peradilan di bawahnya. Laporan Tahunan
2006 berisikan beberapa pokok bahasan yang
disajikan dalam bentuk yang lebih baik dari
tahun sebelumnya. Selain bentuk narasi, Laporan
Tahunan 2006 juga menyajikan data dalam bentuk statistika berupa tabel atau pie
chart. Penyusunan Laporan Tahunan merupakan kerja yang tidak terlalu mudah.
Sejak satu atap maka pusat pelaksanaan fungsi teknis dan administratif ditangani
oleh Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan tertinggi. Mahkamah Agung
mengorganisasikan 67 pengadilan tingkat banding dan 706 pengadilan tingkat
pertama bagi 4 (empat) lingkungan Peradilan yang sudah bernanung dalam satu atap,
dan Pengadilan Pajak yang belum satu atap (organisasi, administrasi, dan ketenagaan
Pengadilan Pajak masih dikelola oleh Departemen Keuangan).

Merupakan suatu cerita lama namun fakta yang sebenar-benarnya apabila kondisi
sarana dan prasarana seluruh pengadilan di Indonesia sangat tidak memadai.
Sebagian besar Kantor Pengadilan tidak memuaskan, bahkan diperlukan bangunan
baru. Perumahan tidak mencukupi, dan yang telah ada tidak memenuhi kelayakan.
Demikian alat perlengkapan kantor seperti komputer, mesin fax, dan lain sebagainya
serba kurang.

Meskipun demikian, kerja harus tetap terlaksana. Untuk itulah saya hendak
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran
Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya mulai dari tingkat pimpinan hingga
tingkat pelaksana atas kerja kerasnya dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Manusia tiada yang sempurna,untukitu angin kencang kritikan atas kinerja Mahkamah

Agung serta jajaran Pengadilan di bawahnya akan selalu dianggap sebagai pemacu
semangat untuk terus berkarya.

Jakarta, 24 April 2007
Prof. Dr.Bagir Manan, SH., M.CL
Ketua Mahkamah Agung RI
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Pada Tahun 2003, Mahkamah Agung
telah menyelesaikan penyusunan
beberapa Cetak Biru (BluePrint)
untuk mengawali program
Pembaruan Mahkamah Agung

dan Pengadilan pada umumnya.
Cetak Biru ini merupakan sebuah
pedoman/arah dan pendekatan

yang akan ditempuh untuk
mengembalikan citra Mahkamah
Agung serta Pengadilan di

bawahnya sebagai lembaga

yang terhormat dan dihormati.
Penyusunan Cetak Biru dilakukan
melalui suatu studi yang mendalam
selama beberapa waktu yang berisikan
diagnostik atas suatu lingkup permasalahan
dan sumber permasalahan tertentu yang
dihadapi selama ini, rekomendasi teknis
untuk memperbaikinya, kerangka waktu
pelaksanaan serta indikator-indikator yang
dapat dipergunakan untuk mengukur
keberhasilan pelaksanaan rekomendasi
tersebut.

1.Tim Pembaruan Peradilan

Salah satu rekomendasi yang tertuang
dalam Cetak Biru adalah Pembentukan

Tim Pembaruan Peradilan.Tim Pembaruan
Peradilan dibentuk dengan tujuan untuk
mengoptimalkan seluruh pelaksanaan
Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang

telah disusun oleh Mahkamah Agung.

Tim Pembaruan Peradilan beranggotakan
seluruh pimpinan MA dan pihak di luar
Mahkamah Agung yang telah turut sejak
penyusunan Cetak Biru dan memiliki tugas
mendorong percepatan pelaksanaan
rencana Cetak Biru melalui upaya koordinasi
antar instansi dan donor, monitoring,
publikasi perkembangan kerja pembaruan
yang dilakukan melalui Newsletter dan
Website. Pelaksanaan rencana yang
tertuang dalam Cetak Biru dilakukan melalui
dua sumber pendanaan, yaitu melalui APBN
dan melalui bantuan donor.

Pengelolaan dana yang berasal dari
donor dilakukan melalui suatu institusi
yang ditunjuk melalui proses tender
yang diadakan oleh lembaga donor yang
bersangkutan. Institusi biasanya berupa
perusahaan konsultan yang berkantor
pusat di negara lembaga donor berasal.
Dengan demikian, Mahkamah Agung
selalu mempunyai kebijakan untuk tidak
melakukan pengelolaan dana donor.

Selama perjalanannya, sejumlah rencana
dan program dalam Cetak Biru telah
diselesaikan dan sedang dikerjakan.
Beberapa hal yang menjadi prioritas
antara lain adalah penyelesaian tunggakan
perkara di Mahkamah Agung yang diikuti
dengan sistem manajemen perkara yang
efisien, penyusunan aturan akses publik
pada putusan pengadilan, penataan sistem
pendidikan dan pelatihan yang dapat
menunjang peningkatan kinerja, serta
penataan sistem pengawasan yang kuat
dan efektif.

Untuk lebih mengoptimalkan program-
program yang telah diprioritaskan di atas,
maka dibentuklah kelompok kerja yang
berasal dari anggota Tim Pembaruan
Peradilan dan pejabat struktural di
Mahkamah Agung RI.Kelompok Kerja
kemudian menyusun program masing-




mesing dengan mengembangkan program
prioritas sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Kelompok Kerja bertugas untuk
mengembangkan strategi, mengkoordinir
berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta
mengevaluasi program-program terkait.
Sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan
Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung
menetapkan 6 kelompok kerja, yaitu (1)
Kelompok Kerja Manajemen Perkara, (2)
Kelompok Kerja Informasi dan Teknologji,
(3) Kelompok Kerja Pendidikan dan
Pelatihan (4) Kelompok Kerja sumber Daya
Manusia (5) Kelompok Kerja Perencanaan
dan Anggaran serta (6) Kelompok Kerja
Pengawasan. Program-program kelompok
kerja dan capaian-capaiannya dapat dilihat
pada lampiran 2.

Pada saat dilaksanakannya Pertemuan
Koordinasi Donor, maka Tim Pembaruan
Peradilan juga meluncurkan suatu
halaman khusus (webpage) Pembaruan
Peradilan yang berada pada situs

resmi Mahkamah Agung yaitu, www.
mahkamahagung.go.id. Halaman
tersebut menjelaskan mengenai peran Tim
Pembaruan Peradilan, kegiatan-kegiatannya,
pemetaan donor (terdapat juga pada
lampiran 3), serta program kelompok kerja
Pembaruan Peradilan beserta capaian dan
outputnya.

2. Program Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi ini berkenaan
dengan upaya memperbaiki dukungan
terhadap Pengadilan dalam meningkatkan
kinerjanya. Program Reformasi Birokrasi
pada pokoknya terdiri dari Reformasi
Manajemen SDM, Reformasi Manajemen
Keuangan, Penelusuran Aset, dan Reformasi
Manajemen Dukungan Teknologi Informasi.

Program ini diawali dengan adanya
kunjungan Presiden Rl ke Mahkamah
Agung Rl dalam menghadiri Acara Tatap
Muka dengan Ketua Mahkamah Agung
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Rl serta Empat Lingkungan Peradilan

pada 20 Desember 2005, yang dihadiri
kementrian terkait, seperti Kementrian
Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN),
Kementrian Keuangan, Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasioanal (Bappenas),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung,
perwakilan kedutaan negara sahabat,
komunitas donor, komunitas Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), serta tentunya
warga peradilan. Acara Tatap Muka tersebut
kemudian

ditindaklanjuti
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dengan pembentukan Tim Kerja yang
beranggotakan perwakilan dari MA,
Departemen PAN, Departemen Keuangan,
BPK, KPK, dan Bappenas.

Mahkamah Agung telah menyampaikan
pokok-pokok pikirannya dalam Reformasi
Birokrasi yang berupa penataan organisasi,
perbaikan tatakerja, pengembangan
sumber daya (Capacity Building), perbaikan
Sistem Remunerasi, dan manajemen
dukungan Teknologi Informasi.

Perbaikan Tata Kerja telah dimulai dengan
memperbaharui Struktur Organisasi
Mahkamah Agung yang diatur dalam
Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
dan Peraturan Presiden Rl No. 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung untuk kemudian ditindaklanjuti
dengan disahkannya Keputusan Ketua



Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/
111/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl dan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

RI Nomor: MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI.

Struktur Organisasi ditindaklanjuti dengan
mulai melakukan perbaikan pedoman
SOP (standar operation procedure) dan
analisa jabatan, yang dilakukan dengan
cara inventarisasi jenis pekerjaan, pejabat
fungsionil (hakim dan panitera) maupun
pejabat struktural untuk dipergunakan
sebagai input dalam menyusun Sistem
Analisis Beban Kerja. Untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi, dan persiapan
usulan perbaikan renumerasi kerja.

Pengembangan SDM meliputi suatu proses
rekruitmen, proses seleksi, penempatan,
pelatihan dan pengembangan,
pemeliharaan, kompensasi (remunerasi),
dan pengakhiran hubungan kerja
(misal:pensiun). Sejauh ini telah banyak
pengembangan SDM yang berupa
pendidikan dan pelatihan serta sistem
pengawasan dan penindakan. Program-
program yang lebih rinci dapat dilihat
pada masing — masing bagian yaitu Bagian
Pendidikan dan Pelatihan serta Bagian
Pengawasan.

Pengembangan SDM dilakukan dengan
melakukan penyelarasan dan pembaruan
(updating) data pegawai antara Biro
Kepegawaian (Badan Urusan Administrasi
- Mahkamah Agung RI) dengan SIMARI
(Sistem Informasi Mahkamah Agung Rl),
pengembangan Sistem Penilaian Pegawai
dengan menyusun Standar Kompetensi
Pegawai dan menetapkan Materi dan
Metode Penilaian, peningkatan disiplin
pegawai dengan perbaikan peraturan
disiplin pegawai dan perbaikan kode
etik pegawai, penyempurnaan pola
Mutasi berdasarkan data DP3, masa kerja,
pelatihan, pangkat/golongan, peringkat

jabatan dan beban kerja hasil dari sistem
penilaian personil (Personnel Assessment
System) dengan melakukan penyusunan
pedoman pola mutasi.

Dengan telah tertatanya struktur
organisasi, tatakerja, dan pengembangan
SDM dengan baik dan memadai, maka
diperlukan remunerasi yang memadai
pula. Untuk itu diperlukan kompilasi hasil
evaluasi/assessment system atas jabatan
(peringkat jabatan, tanggung jawab dan
beban kerja, masa kerja) sebagai masukkan
dalam penysusunan remunerasi yang
sesuai, penetapan remunerasi yang sesuai
dengan tupoksi Organisasi, Tatakerja,
pengembangan SDM yang adil/fair sesuai
dengan variabel jabatan, pangkat, masa
kerja, tanggung jawab dan beban kerja, dan
DP3.

Pada saat ini pertemuan Tim Kerja tersebut
di atas terus berlangsung secara intensif
dalam mengidentifikasi kendala-kendala,
serta mempersiapkan kebijakan ataupun
aturan-aturan yang harus direvisi ataupun
disusun dalam mendukung Program
Reformasi Birokrasi tersebut.
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Proses penyelesaian perkara di pengadilan
pada prinsipnya melewati tiga tingkatan,
yaitu tingkat pertama (Pengadilan Negeri/
Pengadilan Agama/Pengadilan Tata

Usaha Negara/Pengadilan Militer) tingkat
banding (Pengadilan Tinggi/Pengadilan
Tinggi Agama/Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara/Pengadilan Militer Tinggi
dan Pengadilan Militer Utama) dan
tingkat kasasi serta peninjauan kembali

di Mahkamah Agung. Dalam penyelesaian
perkara tersebut secara garis besar terdapat
dua proses penting yang dilakukan, yang
pertama proses administrasi perkara dan
yang kedua proses pemeriksaan perkara itu
sendiri. Kedua proses tersebut hakekatnya
saling melengkapi satu sama lain.Tanpa
administrasi perkara yang baik, para
hakim di pengadilan tentunya sulit untuk
memeriksa perkara dengan maksimal.
Proses pemberkasan perkara mulai dari
penerimaan, pencatatan, penyusunan
jadwal persidangan, penyerahan berkas
perkara kepada para hakim, panitera
pengganti termasuk juga para pihak
merupakan proses penting dalam
penyelesaian perkara di pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.

14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung jo SK Ketua MA No.
KMA/018/SK/I1I/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan MA secara
umum saat ini struktur Kepaniteraan
bertugas untuk melaksanakan administrasi
perkara yaitu pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi yustisial
kepada Majelis Hakim Agung dalam
memeriksa, mengadili dan memutus
perkara, serta melaksanakan administrasi
penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden
No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung jo Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/
111/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Mahkamah Agung Rl maka
tugas dari Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha
Negara dan Militer adalah merumuskan dan

melaksanakan kebijakan serta standarisasi
teknis di bidang pembinaan tenaga teknis,
pembinaan administrasi peradilan, pranata
dan tata laksana perkara di lingkungan
peradilan terkait. Direktorat Jenderal Badan
Peradilan pada prinsipnya berada di bawah
koordinasi Sekretariat Mahkamah Agung.

Pasal 10 Undang-undang No.4 tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah
menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di
bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.Badan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung meliputi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer,
dan peradilan tata usaha negara.

Sebagai pengadilan negara tertinggi

dari keempat lingkungan peradilan
sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah
Agung juga melakukan pengawasan
tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam
lingkungan peradilan yang berada di
bawahnya berdasarkan ketentuan undang-
undang. Hal ini tentunya sejauh tidak
mengurangi independensi dari pengadilan
itu sendiri.

Mengingat kedudukan dan kewenangannya
tersebut, dalam laporan tahunan kali

ini Mahkamah Agung mencoba untuk
menyajikan tidak hanya keadaan perkara

di lingkup Mahkamah Agung namun juga
keadaan perkara pada lingkungan peradilan
di bawahnya.

Berikut ini data penyelesaian perkara baik
di tingkat Mahkamah Agung RI maupun
Pengadilan tingkat pertama dan banding di
Empat Lingkungan Peradilan yang berhasil
dikumpulkan oleh Kepaniteraan Mahkamah
Agung Rl dan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara untuk periode 2006 (Januari
— Desember 2006):
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I. Keadaan Perkara
A. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung RI

Jumlah perkara yang saat ini ditangani oleh Mahkamah Agung baik perkara kasasi maupun
perkara peninjauan kembali sampai dengan bulan Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Sisa Perkara tahun 2005 14.3666 perkara
Perkara Masuk 2006 10.460 perkara
Putus 15.245 perkara
Sisa Akhir 9.681 perkara

Melihat tabel di atas maka terlihat bahwa sisa perkara yang masih harus ditangani oleh
Mahkamah Agung adalah sebanyak 9.681 perkara. Hal ini tentunya sejalan dengan
keinginan besar Mahkamah Agung dalam mengikis tunggakan perkara. Selain itu, dari tabel
di atas terlihat juga bahwa Mahkamah Agung dapat menyelesaikan perkara melebihi dari
perkara yang masuk. Penyelesaian perkara di Mahkamah Agung di atas tentunya merupakan
pencapaian yang luar biasa mengingat jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung Rl
rata-rata sebanyak 7000 perkara tiap tahunnya. Hal ini terkait dengan kedudukan Mahkamah
Agung sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman dimana peradilan tertinggi berada
sehingga menyebabkan sebagian besar upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak
bermuara pada Mahkamah Agung.

Upaya penyelesaian tunggakan perkara di atas pada hakekatnya merupakan upaya yang
terus menerus dan sistematis. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah tunggakan perkara
secara signifikan dalam tiga tahun terakhir yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

357
301
25
| SISA PERKARA TAHUN 2004 = 20.314 perkara
SISA PERKARA TAHUN 2005 = 14.366 perkara
SISA PERKARA TAHUN 2006 = 10.110 perkara

SISA PERKARA TAHUN 2004 SISA PERKARA TAHUN 2005 SISA PERKARA TAHUN ZOOG =
20.314 PERKARA 14.366 PERKARA 10.110 PERKARA

]

3

v

Upaya lain yang sejalan dengan peningkatan efektifitas pengikisan tunggakan perkara
adalah kegiatan audit perkara yang dilaksanakan pada tahun 2006.Kegiatan audit tersebut
dapat memberikan data yang akurat mengenai keadaan perkara di Mahkamah Agung dan
kecenderungan kinerja administrasi perkara, Hasil dari audit diharapkan dapat membantu
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Mahkamah Agung menyusun dan menerapkan strategi yang terstruktur serta efektif dalam
mengikis tunggakan perkara.

B. Keadaan Perkara padaTingkat Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi
Agama,Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer Tinggi dan
Pengadilan Militer Utama)

Serupa dengan pengadilan tingkat pertama, dalam periode 2006 ini sebagian besar perkara
yang banding adalah perkara yang berasal dari peradilan umum yaitu sebesar 73,23%
disusul Peradilan agama sebesar 17,43%, perkara pada peradilan tata usaha negara sebesar
5,54%. Sedangkan perkara pada peradilan militer di tahun 2006 adalah sebesar 3,81% dari
keseluruhan perkara pada tingkat banding.

Tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh pengadilan di tingkat banding rata-rata
mencapai 70% dari total perkara yang ada (baik perkara masuk maupun sisa perkara dari
tahun 2005.

C. Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama,
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer)

Dalam periode 2006 ini jumlah perkara terbesar adalah perkara yang ada di peradilan
umum yaitu sebesar 92,54 % dari total perkara pada tingkat pertama di empat lingkungan
peradilan.Jumlah ini disusul oleh perkara yang ada di Peradilan agama yaitu sebesar 7,20%,
perkara pada peradilan militer sebesar 0,16% peradilan dan jumlah perkara pada peradilan
tata usaha negara sebanyak sebesar 0,10 % dari total perkara yang ada pada pengadilan
tingkat pertama.

JUMLAH PERKARA PADA TINGKAT BANDING TAHUN 2006
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

PERADILAN UMUM
8.202 PERKARA (73,22%)

PERADILAN TUN PERADILAN MILITER
621 PERKARA 425 PERKARA
(5,54%) (3,81%)

B PERADILAN UMUM = 8.202 PERKARA (73,22%)
[ PERADILAN AGAMA = 1.952 PERKARA (17,43%)
I PERADILAN TUN =621 PERKARA (5,54%)

I PERADILAN MILITER = 3.79 PERKARA (3,81%)
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Dari jumlah perkara di atas ternyata tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh
pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan sangat membanggakan. Hal
ini mengingat rata-rata tingkat penyelesaian keseluruhan perkara pada tingkat pertama
kurang lebih 75% dari total perkara yang ada (baik perkara masuk maupun sisa perkara dari
tahun 2005.

PENYELESAIAN PERKARA PADA TINGKAT BANDING TAHUN 2006
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

PERADILAN TUN
PERADILAN UMUM JUMLAH PERKARA = 621

JUMLAH PERKARA = 8.202

SISA TAHUN 2006

98 PERKARA
(15,78%)

SISA TAHUN 2006
1.850 PERKARA

(22,55%)

B PUTUS = 523 PERKARA (84,22%)
W PUTUS = 6.352 PERKARA (77,45%) B SISA 2006 = 98 PERKARA (15,78%)
W SISA 2006 = 1.850 PERKARA (22,55%)

PERADILAN AGAMA PERADILAN MILITER
JUMLAH PERKARA = 1.952 JUMLAH PERKARA = 425

PUTUS
303 PERKARA
SISA TAHUN 2006 )
122 PERKARA
(28,71%)

B PUTUS = 1.592 PERKARA (81,56%) O PUTUS =303 PERKARA (71,29%)
B SISA 2006 = 360 PERKARA (18,44%) B SISA 2006 = 122 PERKARA (28,71%)
Catatan: Termasuk sisa perkara tahun 2005

Il. Beban Kerja Hakim

Untuk melihat secara jelas mengenai beban kerja Pengadilan, maka dalam Laporan Tahun
2006 kali ini Mahkamah Agung berupaya untuk menyajikan rata-rata perbandingan perkara
yang ada dengan tenaga hakim yang tersedia. Berikut ini adalah data beban kerja hakim
selama tahun 2006 baik hakim di tingkat Mahkamah Agung, tingkat pengadilan banding
dan pengadilan tingkat pertama:
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JUMLAH PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2006
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

PERADILAN UMUM
2.636.689 PERKARA

(92,54%)

PERADILAN AGAMA
206.780 PERKARA (7,20%)

PERADILAN MILITER
4.628 PERKARA

(0,16%)

PERADILAN TUN
1.203 PERKARA
(0,10%)

B PERADILAN UMUM = 2.636.689 PERKARA (92,54%)
I PERADILAN AGAMA = 206.780 PERKARA (7,20%)
B PERADILAN TUN = 1.203 PERKARA (0,10%)

I PERADILAN MILITER = 4.628 PERKARA (0,16%)

A. Beban Kerja Hakim Mahkamah Agung RI

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa hakim agung menangani jumlah perkara yang
terbesar dengan rata-rata 540 perkara per orang nya, Tingkat beban perkara per hakim yang
sangat mencengangkan mengingat saat ini jumlah hakim agung yang ada hanya 46 orang

PERADILAN UMUM

JUMLAH PERKARA =

[ PUTUS =2.601.551 PERKARA (98,57%)
[ SISA 2006 = 35.138 PERKARA (1,43%)

PERADILAN AGAMA

PENYELESAIAN PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2006
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

PERADILAN TUN
2.636.689 JUMLAH PERKARA = 1.203

SISA TAHUN 2006
35.138 PERKARA
(1,43%)

PERADILAN MILITER

JUMLAH PERKARA = 206.780 JUMLAH PERKARA = 4.628

[ PUTUS = 171.573 PERKARA (82,97%)
W SISA 2006 = 35.207 PERKARA (17,03%)

|SATAHUN 2006
st 790 PERKARA

(17,07%)

SISA TAHUN 2006
363 PERKARA
(30,17%)

O PUTUS = 840 PERKARA (69,83%)
B SISA 2006 = 363 PERKARA (30,17%)

PUTUS
3.838 PERKARA
(82,93%)

O PUTUS =3.838 PERKARA (82,93%)

[l SISA 2006 = 790 PERKARA (17,07%)
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dari jumlah maksimal 60 orang yang ditentukan oleh Undang-undang No. 4 tahun 2004.
Beban Perkara Hakim Agung dalam penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali
mulai bulan Januari 2006 hingga bulan Maret 2007 adalah:

Jumlah Perkara : 15 bulan = Beban Kerja Per Bulan
24.826 perkara :15 bulan =2069 perkara per bulan

Sedangkan rata-rata beban kerja masing-masing hakim agung adalah:

Jumlah Perkara Jumlah Hakim Agung Rata-rata Beban Kerja Hakim per Bulan

24.826 perkara 46 orang 540 perkara per Hakim Agung

B. Beban Kerja Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding di
Empat Lingkungan Peradilan di Indonesia

Rata-rata beban perkara yang dicapai oleh hakim tingkat banding dalam tahun 2006 ini
adalah 946 perkara per hakim untuk lingkup peradilan umum.Hakim pada peradilan agama
menangani sebanyak 93 perkara. Sedangkan untuk hakim pada peradilan tata usaha negara
menangani sebanyak 6 perkara dan Pengadilan Militer sebanayk 61 perkara. Beban Perkara
para Hakim tingkat banding pada empat lingkungan peradilan antara bulan Januari 2006
hingga bulan Maret 2007 adalah:

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
NO | PERADILAN Sisa Masuk Jmlh Jmlh Rata2 Beban
2005 2006 Perkara Hakim | Kerja
1. UMUM 29.787 2.606.902 2.636.689 2.787 946 perkara
2. | AGAMA 30977 | 175.803 206.78 2203 | 93perkara
3 TATA USAHA NEGARA | 294 909 1.203 180 6 perkara
4. MILITER 1.189 3.439 4,628 73 64 perkara

C. Beban Kerja Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama di
Empat Lingkungan Peradilan di Indonesia

Rata-rata beban kerja terbanyak kedua setelah beban perkara di Mahkamah Agung adalah
beban kerja para hakim pada pengadilan tingkat pertama. Khusus untuk pengadilan tingkat
pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PENGADILAN TINGKAT BANDING
NO PERADILAN Sisa Masuk Jmlh Jmih Rata2 Beban
2005 2006 Perkara Hakim Kerja
1 uMum 2.006 6.196 8.202 334 24 perkara
2 AGAMA 187 1.765 1.952 239 8 perkara
3 TATA USAHA NEGARA 103 518 621 30 20 perkara
4 MILITER 101 324 425 9 47 perkara
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Laporan Tahunan kali ini juga menampilkan keadaan perkara pidana khusus serta keadaan
perkara pajak di tingkat Mahkamah Agung. Lebih lanjut Mahkamah Agung selama tahun
2006 telah memutus perkara korupsi di tingkat kasasi sebanyak 307 perkara dengan 239
perkara dinyatakan bersalah dan 68 perkara dinyatakan bebas. Selain itu pengadilan pada
tingkat pertama memutus sebanyak 428 perkara korupsi sedangkan pengadilan tingkat
banding memutus perkara sebanyak 376 perkara. (Untuk penjelasan lebih rinci lihat
lampiran 4).

D. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan untuk
dilakukan, yaitu:

1) Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumberdaya manusia

untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat pengadilan di
empat lingkungan peradilan.

2) Perlu pembatasan pelimpahan kewenangan penyelesaian perkara-perkara khusus

ke Mahkamah Agung.

3) Menetapkan tenggat waktu penyelesaian perkara (dan pendefinisian tumpukan
perkara) pada tingkat Mahkamah Agung.

4) Pembuatan standar putusan (template putusan) untuk seluruh jenis perkara.
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1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Mahkamah Agung Rl

Fungsi pengawasan Mahkamah Agung RI
dipegang oleh Pimpinan Mahkamah Agung
yang dalam hal ini adalah Ketua Muda
Pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi
ini pada Mahkamah Agung telah dibentuk
satuan kerja pengawasan fungsional. Satuan
kerja ini semula dalam bentuk supporting
unit yakni Asisten Bidang Pengawasan

dan Pembinaan.Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan
Mahkamah Agung, maka dibentuk satuan
kerja Badan Pengawasan.Dengan demikian
unit kerja Asisten Bidang Pengawasan

dan Pembinaan ( Eselon II') ditingkatkan
menjadi satuan kerja Eselon I. Hal ini

juga sesuai dengan rekomendasi yang
dituangkan dalam Cetak Biru Mahkamah
Agung.

Pada tanggal 24 April 2006 dilakukan
pengambilan sumpah dan pelantikan
Kepala Badan Pengawasan sebagai

eselon | yang kemudian beberapa bulan
dilaksanakan pula pengambilan sumpah
dan pelantikan Eselon Il dan lll. Untuk itu
Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan
resmi berubah menjadi Badan Pengawasan.
Namun demikian pelaksanaan tugas-tugas
Badan Pengawasan masih dalam masa
transisi, karena belum lengkapnya pengisian
posisi pejabat-pejabat struktural pada
Eselon IV.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah
sepenuhnya diindikasikan dengan adanya
data dan angka secara kuantitatif saja,
karena pembenahan dunia peradilan

di Indonesia merupakan suatu proses
dimana berbagai aspek harus berperan
secara komprehensif ke arah terwujudnya
budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan
dapat menunjang suatu bentuk peradilan
yang dikehendaki, sehingga aspek
pembinaan yang bersifat kualitatif yang
lebih menekankan kepada segi control/

pengendalian menjadi satu bagian yang
tidak terlepas dari aspek pengawasan.

2. Langkah-Langkah Strategis
Pengawasan oleh Mahkamah Agung
RI Dalam Tahun Anggaran 2006

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan,
Mahkamah Agung Rl tetap berpegang
teguh pada kebijakan dalam upaya untuk
mengoptimalkan pengawasan melekat, dan
mengintensifkan pengawasan fungsional.

Sebagai realisasinya, Mahkamah Agung
telah mengambil langkah-langkah strategis
secara sistematis yang meliputi:

1. Pencanangan Tahun 2006 sebagai
Tahun Pengawasan, yang disampaikan
Ketua Mahkamah Agung di dalam
Rapat Pimpinan Mahkamah Agung
Rl pada tanggal 12 Januari 2006.
Dengan pencanangan ini diharapkan
munculnya kesadaran dari setiap insan
peradilan akan arti pentingnya fungsi
pengawasan internal bagi suatu lembaga
publik.

2. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan
Tahun Pengawasan tersebut
diterbitkanlah Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor :KMA /080 / SK/ VIl / 2006
tanggal 24 Agustus 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Pedoman ini diharapkan dapat
digunakan sebagai instrumen dalam
melaksanakan pengawasan melekat
oleh Pengadilan Tingkat Pertama,
Pengadilan Tingkat Banding, dan
Mahkamah Agung, serta oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl dalam
melaksanakan pengawasan fungsional.

3. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional
Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan
Peradilan Seluruh Indonesia di Batam
pada tanggal 11 sampai dengan 14
September 2006 yang menitikberatkan
pada topik pengawasan dengan
mengambil tema “Memantapkan
Fungsi Pengawasan Sebagai Upaya
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Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman Yang
Merdeka Dalam Rangka Peningkatan
Kinerja Peradilan”.

Di dalam Rapat Kerja Nasional ini, di
samping dilakukannya sosialisasi
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : KMA/080/
SK/VIII/2006 tersebut, juga telah
dibahas berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan pengawasan, serta
dilakukannya pembahasan mengenai
Pedoman Perilaku Hakim ( Code of
Conduct).

4. Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja
Nasional tersebut, diterbitkanlah
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: KMA/096/
SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006
Tentang Tanggung Jawab Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama Dalam
Melaksanakan Tugas Pengawasan.
Surat Keputusan ini di samping
menekankan tugas dan wewenang Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding untuk
menjalankan pengawasan terhadap
jalannya peradilan dan tingkah
laku hakim di wilayah hukumnya
masing-masing, juga memberikan
kewenangan-kewenangan untuk
melakukan tindakan sementara apabila
terjadi penyimpangan.

5. Berdasarkan pembahasan, masukan, dan
kesepakatan pada Rapat Kerja Nasional
tersebut di atas, maka diterbitkanlah
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/
SK/XI1/2006 tanggal 22 Desember 2006
Tentang Pedoman Perilaku Hakim, yang
merupakan hasil dari Kelopok Kerja
Penyempurnaan Pedoman Perilaku
Hakim.

Demikianlah lima langkah strategis yang
telah diambil oleh Mahkamah Agung
selama kurun waktu tahun 2006, yang

juga menjadi landasan operasional bagi
Badan Pengawasan dalam melaksanakan
pengawasan fungsional sebagaimana akan
dipaparkan dalam bab berikutnya.

3. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan
Pengawasan Mahkamah AgungRI
tahun 2006

a. Review Atas Laporan Keuangan dan

Neraca Mahkamah Agung Rl Tahun
Anggaran 2005
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Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Laporan Keuangan Kementerian Negara /
Lembaga harus di-review oleh Satuan Kerja
Pengawasan Internal Kementerian Negara
/ Lembaga yang bersangkutan sebelum
disampaikan kepada Menteri Keuangan .

Pada triwulan pertama Tahun Anggaran
2006, Badan Pengawasan telah melakukan
review atas Laporan Keuangan dan Neraca
Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2005.
Laporan Keuangan Mahkamah Agung
meliputi realisasi anggaran dari seluruh
satuan kerja pengadilan se-Indonesia
sebanyak 724 ( tujuh ratus dua puluh empat
) satuan kerja yang meliputi Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat
Banding dari keempat lingkungan peradilan
yaitu Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha
Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan
Pengawasan telah melakukan pula review
di daerah dengan mengambil sample di
tiga Propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Banten sebanyak 71 (tujuh puluh satu)
satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama
dan Pengadilan Tingkat Banding.

b. Pelaksanaan Pengawasan Reguler

Selama Tahun Anggaran 2006 Badan
Pengawasan telah melaksanakan
pengawasan reguler terhadap 113 ( seratus
tiga belas ) Pengadilan Tingkat Pertama
pada 17 ( tujuh belas ) daerah hukum
Pengadilan Tingkat Banding Peradilan
Umum, Agama, dan Militer.Dengan

dapat dilaksanakannya pengawasan
reguler terhadap 113 (seratus tiga belas)
satuan kerja pengadilan di daerah, hal

ini merupakan kenaikan yang luar biasa
apabila dibandingkan dengan pencapaian
pada tahun 2005 yang hanya dapat
dilaksanakan pada 42 (empat puluh dua)
satuan kerja, sehingga terjadi kenaikan
sebesar 269,04% ( dua ratus enam puluh
sembilan koma nol empat persen ).

Pelaksanaan pengawasan reguler ini
dilakukan dengan teknik pemeriksaan,
monitoring, dan pembinaan yang
mencakup keseluruhan aspek administrasi
dan manajemen peradilan.

1) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan



Pada bulan Juni 2006 di lingkungan
Badan Pengawasan telah dibentuk

empat Kelompok Kerja yang bertugas
untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan. Penyusunan ini merupakan
penyempurnaan dan pengembangan
dari Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Oleh Mahkamah Agung RI
yang sudah disusun pada bulan Juli tahun
2004 dan telah pula disosialisasikan pada
Rapat Kerja Nasional pada bulan September
2004 di Semarang.

Hasil penyempurnaan dan pengembangan
inilah yang kemudian dikukuhkan dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :KMA /080 / SK /
VIl / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan, yang telah
disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional
pada bulan September 2006 di Batam.

2) Pembekalan terhadap para Hakim
Tinggi Pengawas baru pada Badan
Pengawasan

Pembekalan ini dilaksanakan pada bulan
Juli 2006 yang diikuti oleh sebanyak 15 (
lima belas ) orang Hakim Tinggi Pengawas
yang baru disumpah dan dilantik. Para
Hakim Tinggi Pengawas yang baru ini,
diberikan pemaparan tugas Hakim Tinggi
Pengawas, norma-norma yang harus
ditaati, serta pengetahuan tentang sistem
pengawasan dan teknik pemeriksaan.

Pada acara ini turut serta pula narasumber
dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK)
dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan ( BPKP ) untuk memberikan
pengetahuan mengenai dasar dan teknik
audit keuangan.

3) Pendidikan dan Pelatihan

Pada bulan Desember 2006, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah
Agung telah menyelenggarakan Pendidikan
dan Pelatihan Dasar-Dasar Auditing
bekerjasama dengan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) yang
diikuti oleh para Hakim Tinggi Pengawas
baru, para Pejabat Struktural, dan Staff di
lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI.

4) Pembinaan / Koordinasi dan
Konsultasi Pengawasan

Program ini diikuti oleh seluruh Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dari keempat
lingkungan peradilan yang diselenggarakan
di Bogor pada bulan Desember 2006.
Kegiatan ini meliputi :

1. Sosialisasikan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : KMA /080 / SK/ VIl / 2006
tanggal 24 Agustus 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan;

2. Sosialisasikan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor :KMA /096 / SK/ X / 2006 tanggal
19 Oktober 2006 Tentang Tanggung
Jawab Ketua Pengadilan Tingkat
Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama Dalam Melaksanakan Tugas
Pengawasan;

3. Penyampaian materi mengenai sistem
pengawasan dan teknik pemeriksaan ;

4. Penyampaian ceramah-ceramah
mengenai pemberantasan tindak
pidana korupsi, teknik-teknik auditing,
pelaksanaan pengawasan dan pelaporan
oleh:

Ketua Muda Pengawasan
Mahkamah Agung Rl ;

Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia ( KPK) ;

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) ;
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP ) ;

Kantor Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara ;

Para pensiunan Hakim Agung dan Hakim
Tinggi.

5) Lanjutan Pembinaan / Koordinasi dan
Konsultasi Pengawasan di Daerah

Hasil dari pelaksanaan Pembinaan /
Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan di
Bogor tersebut telah disosialisasikan ke
berbagai daerah di 18 ( delapan belas ) Ibu
Kota Propinsi, yang diikuti oleh para Hakim
Tingkat Banding, Panitera / Sekretaris, Wakil
Panitera, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan
para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di
Ibu Kota Propinsi.

Para Wakil Pengadilan Tingkat Banding
yang mengikuti pembinaan di Bogor
menyampaikan hasil-hasil pembinaan
tersebut kepada para peserta, dan para
Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan
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bertindak selaku narasumber.

Metode ini digunakan untuk mengukur
sejauh mana daya serap dan tingkat
pemahaman peserta, di samping untuk
mengembangkan budaya pengawasan di
semua lini dari pusat sampai ke daerah.

6) Pembentukan
Kelompok-Kelompok Kerja

Guna memenuhi kebutuhan, dan
mengantisipasi perkembangan ke depan,
di lingkungan Badan Pengawasan telah
dibentuk beberapa Kelompok Kerja yang
bertugas membahas, mengkaji, dan
mempersiapkan materi-materi sebagai
berikut ;

1. Penyusunan Standard Operational
Procedure (SOP);

2. Penyusunan langkah-langkah strategis
pengawasan ;

3. Mempersiapkan pembentukan
organisasi Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi (KORMONEV ) ;

4. Penyusunan formasi Jabatan Fungsional
pada Badan Pengawasan ;

5. Pengkajian untuk membentuk Sistem
Pengendalian Internal yang efektif di
lingkungan kantor Mahkamah Agung Rl ;

6. Penghimpunan data-base Hakim empat
lingkungan peradilan dari seluruh
Indonesia.

7) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Selama tahun 2006 telah diterima
pengaduan masyarakat, baik mengenai
tingkah laku aparat pengadilan, maupun
mengenai jalannya peradilan sebanyak 505
(lima ratus lima ) pengaduan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 106

(seratus enam) pengaduan ditangani oleh
Mahkamah Agung dengan membentuk tim
pemeriksa, dan sebanyak 254 ( dua ratus
lima puluh empat ) pengaduan dilimpahkan
ke Pengadilan Tingkat Banding / Tingkat
Pertama, dan pihak yang berkompeten
dalam hal materi pengaduan tersebut
menyangkut masalah teknis perkara, atau
materi pengaduan tersebut merupakan
kewenangan dari Satuan Kerja lainnya.
Sedangkan sisanya sebanyak 145 ( seratus
empat puluh lima) pengaduan masih
dalam pencarian informasi, penelitian, dan
penelaahan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan
selama tahun 2006, telah dijatuhkan
hukuman disiplin dan tindakan terhadap
53 (lima puluh tiga) personil termasuk

17 (tujuh belas) orang Hakim, yang
keseluruhannya adalah sebagai berikut:

No  Posisi Jenis Hukuman Jumlah
1. Hakim PT Pembatalan promosi 1
2. Kepala Pengadilan Militer Pemberhentian dari jabatan 1
3. Ketua PN Penurunan pangkat satu tingkat 1
4. Ketua PN Penundaan kenaikan pangkat 1
5. Ketua PN Teguran tertulis 2
6. Ketua PN Demosi menjadi hakim 1
7 Hakim PN Pemberhentlan sementara dari jabatan PNS/ 1
hakim
Mutasi ke PT dengan tugas yustisial (sedang
. dalam proses perkara pidana di Pengadilan,
8. Hakim PN apabila terbukti bersalah maka hukuman lebih !
lanjut akan dikenakan)
0. Hakim PN Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1
selama setahun
10. Hakim PN Teguran tertulis 5
11 Panitera/Sekretaris PN penundaan kenaikan pangkat selama setahun 1
. . Diberhentikan dari jabatan dan dimutasikan
Panitera/Sekretaris - L . .
12. . ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai panitera 1
Pengadilan Agama -
pengganti.
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Jenis Hukuman

Diberhentikan sementara dari jabatan PNS
. . (sedang dalam proses perkara pidana di
13. Panitera/Sekretaris PN Pengadilan, apabila terbukti bersalah maka !
hukuman lebih lanjut akan dikenakan)
14, Panitera/Sekretaris PN pembatalan promosi dan dlrr.wutas!kan.sebagal 1
Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi
Dibebaskan sementara dari jabatannya (sedang
. . dalam proses perkara pidana di Pengadilan,
15. | Panitera/Sekretaris PN apabila terbukti bersalah maka hukuman lebih !
lanjut akan dikenakan)
16. Wakil PN Pembebasan dari jabatan 1
17. Wakil Sekretaris PN Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS 1
Pejabat Struktural Pengadilan hukuman d|5|pl|r1 berupa pen.a.hanan ringan
18. Militer ( Kataud selama 14 hari (perkara dilimpahkan ke 1
Detasemen Polisi Militer)
Panitera Pengganti | Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
19. R . . S 2
Pengadilan Negeri Pegawai Negeri Sipil.
Panitera Pengganti | Pemberhentian sementara dari jabatan negeri
20. . . . NP 3 orang
Pengadilan Negeri Pegawai Negeri Sipil.
Panitera Pengganti | penundaan kenaikan pangkat selama 1 ( satu )
21. . . 1 orang
Pengadilan Negeri tahun.
Panitera Muda Perdata | dimutasikan sebagai Panitera Pengganti pada
22. L . . S 1 orang
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri lain.
Kepala Sub Bagian Keuangan | Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
23. . . . e 1 orang
Pengadilan Negeri Pegawai Negeri Sipil.
Pembebasan dari jabatan dan penurunan
Kepala ~ Urusan ~ Umum . .
24. . pangkat setingkat lebih rendah selama 1 ( satu 1 orang
Pengadilan Agama
) tahun.
25 Tenaga Peneliti pada | Pemberhentian dengan hormat tidak atas 1 oran
) Mahkamah Agung permintaan sendiri. 9
2%. Staff Pengadilan Negeri Pemperhentlan .d.engan hormat tidak atas 1 orang
permintaan sendiri.
27, Staff Pengadilan Negeri Pember.hentlan. tlld.ak dengan hormat sebagai 1 orang
Pegawai Negetri Sipil.
28, Staff pada Mahkamah Agung Pemb.erhentlan .d.engan hormat tidak atas 7 orang
permintaan sendiri
29. Staff pada Mahkamah Agung | Penundaan kenaikan pangkatselama 1 tahun 1 orang
Staff pada Pengadilan Tinggi | Pemberhentian dengan hormat tidak atas
30. . . 1 orang
Agama permintaan sendiri.
31. Staff pada Pengadilan Negeri Pemberhentlan_ t}d_ak dengan hormat sebagai 2 orang
Pegawai Negeri Sipil.
32. Staff pada Pengadilan Negeri Pemperhentlan ‘o!engan hormat tidak atas 1 orang
permintaan sendiri.
33 Bintara Urusan Dalam pada | penahanan 20 ( dua puluh ) hari dan dalam 1 oran
) Pengadilan Militer proses penyidikan Detasemen Polisi Militer. 9
Bintara Urusan Dalam pada
34. Pengadilan Militer Pengenaan hukuman teguran. 1 orang
Tamtama  Provost pada . . -
35. Pengadilan Militer Pelimpahan berkas ke oditur militer 1 orang

4.Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2006 adalah merupakan tahun
ketiga keberadaan pengawasan fungsional
pada lembaga peradilan. Rentang waktu

tiga tahun sudah cukup memadai bila
digunakan sebagai patokan untuk
melakukan evaluasi guna mengetahui
sudah sejauh mana dampak positif dari
keberadaan pengawasan fungsional
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tersebut. Berdasarkan pengamatan selama
pelaksanaan tugas tiga tahun ini terlihat
bahwa pada aparat peradilan secara
perlahan telah mulai tumbuh rasa bahwa
adanya pengawasan pada setiap gerak
dan langkah pelaksanaan tugas, dan
sebaliknyapun telah berkembang pula rasa
terlindungi dalam pengertian yang positif.

Sehubungan dengan pelaksanaan
pengawasan reguler ke daerah, terasa
sekali bahwa aparat peradilan di daerah
sangat membutuhkan dialog, komunikasi,
dan pembinaan dari pusat. Pengawasan
terhadap lembaga peradilan haruslah
dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan
cara sedemikian rupa sehingga tidak
mengurangi kebebasan hakim dan
menurunkan kewibawaan hakim. Oleh
karena itu seyogianyalah pemeriksaan
terhadap hakim dapat dilakukan apabila
benar-benar telah ada bukti-bukti
permulaan.

Banyak sekali pengaduan-pengaduan yang
masuk hanya didasari dugaan-dugaan,
kecurigaan-kecurigaan, dan asumsi semata-
mata. Apabila pengaduan yang semacam ini
langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa
para hakim, dan kemudian memang
ternyata tidak bisa dibuktikan, hal ini sangat
mengganggu kewibawaan hakim.
Diharapkan dengan optimalnya
pelaksanaan pengawasan melekat, dan
intensifnya pengawasan fungsional, para
hakim akan melaksanakan tugasnya dengan
penuh kehati-hatian, cermat dan seksama.
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5. Rekomendasi

Berkenaan dengan beberapa hal yang
telah disampaikan di atas, maka untuk
perbaikan terhadap pengawasan internal,
rekomendasi-rekomendasi di bawah ini
dapat dijadikan sebagai acuan:

a. Perlu dirumuskan pola pembinaan
terhadap aparat peradilan secara terarah
dan berkesinambungan, baik dibidang
teknis maupun administrasi.

b. Perlu dilakukan revitalisasi peranan
Pengadilan Tingkat Banding dalam
mengawasi dan membina Pengadilan-
Pengadilan Tingkat Pertama di
bawahnya.

¢. Perlu dirumuskan payung hukum untuk
penjatuhan hukuman dan tindakan
(treatment) terhadap para hakim di luar
hukuman disiplin yang diatur dalam
Peraturan Pemerintan Nomor 30 Tahun
1980, begitu pula aturan mengenai
bentuk-bentuk reward terhadap mereka
yang berprestasi.
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Setelah berlakunya Undang-Undang

No, 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung RI, keberadaan
Pusdiklat dan Puslitbang sekarang menjadi
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI, menjadi ujung tombak dalam
mewujudkan aparat penegak hukum

yang berkualitas dan Profesional.Badan
Litbang Diklat Kumdil sebagai unit kerja
yang baru mengemban tugas baik dibidang
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Peradilan, juga sebagai Pusat Pendidikan
dan Pelatihan bagi para Penegak Hukum,
khususnya para Hakim, Panitera dan Jurusita
dari semua Lingkungan Peradilan.

integral dari sistem Pembinaan Karier
Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
tugas melaksanakan, membina,
mengkoordinasikan membina pendidikan
dan pelatihan teknis peradilann kepada
tenaga teknis yudisial dan administrasi
peradilan

Pendidikan dan Pelatihan mencakup dua
fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan
dan fungsi pelatihan yang merupakan
satu kesatuan pengertian yang tidak
dapat dipisahkan. Untuk itu fungsi Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
mengelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan, penyusunan

Badan Penelitian Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan

Sekretariat Balitbang
Diklat

Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Teknis

Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan

Kepala Pusat Penelitian
dan Pengembangan

Sesuai dengan fungsinya Badan

Litbang Diklat Kumdil mempunyai

tugas; Melaksanakan Penelitian dan
Pengembangan di bidang Hukum dan
Peradilan, Kerjasama antar Lembaga di
dalam dan luar negeri serta melaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Administrasi Peradilan di lingkungan
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan.

1.Pelaksanaan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Peradilan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Peradilan (Pusdiklatnis) merupakan bagian

pedoman pendidikan dan pelatihan
tenaga teknis yudisial dan administrasi
peradilan,

b. pelaksanaan penyusunan program,
kurikulum, dan silabus serta metode dan
standarisasi diklat teknis peradilan;

¢. pelaksanaan urusan tata usaha.
Pusdiklatnis terdiri dari Bidang Program
dan Evaluasi, Bidang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan, Subbagian
Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari
Subbidang Program dan Kerjasama yang
bertugas untuk melakukan penyusunan
program kurikulum dan silabus serta
metode dan standarisasi pendidikan dan
pelatihan serta pelaksanaan kerjsama di
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bidang teknis peradilan kepada tenaga teknis yudisial, tenaga administrasi pengadilan, dan
tenaga pengajar. Adapun Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyusunan evaluasi dan laporan pendididikan dan pelatihan tenaga teknis peradilan.

Bidang penyelenggaraan diklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
diklat tenaga teknis yudisial dan administrasi pengadilan yang didukung oleh Subbidang
Pengajaran dan Subbidang Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan.

Sementara itu Kelompok Jabatan Fungsional disebut juga sebagai Kelompok Jabatan
Widyaiswara yang mempunyai tugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan serta
pengkajian yang berkaitan dengan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan serta
materi bahan ajar. Untuk jumlah Widyaiswara ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja. Penempatan jenis dan jenjang jabatan tenaga Widyaiswara ini diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan diklat selama ini, Pusdiklat Mahkamah Agung Rl selalu melibatkan
tenaga-tenaga pengajar baik dari dalam (intern Mahkamah Agung) maupun dari luar

yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing.Tenaga pengajar yang berasal dari
dalam terdiri dari para Hakim Agung dan Hakim Tinggi dari empat lingkungan peradilan
yang dinilai mempunyai kualifikasi untuk memberikan materi pelatihan. Beberapa mantan
Hakim Agung yang masih memiliki komitmen terhadap pengembangan SDM di lingkungan
peradilan juga diminta menyampaikan materi berdasarkan pengalaman-pengalamannya
selama menjalani karir sebagai hakim, khususnya dalam menangani berbagai perkara di
pengadilan.

Sementara itu tenaga pengajar dari luar MA terdiri dari para pakar hukum, akademisi dan
praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dibidangnya.

Pada Tahun Anggaran 2006 melalui DIPA Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional adalah
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga teknis dan non Teknis Peradilan

sebanyak 1084 (seribu delapan puluh empat) orang.

Realisasi Kegiatan Pelatihan bagi Tenaga Teknis Peradilan adalah :

A . . Calon
Lingkungan Hakim Tempat Panitera Muda Hakim
Peradilan Umum 500 33 (PHI) 126
Peradilan Agama | 277 - 99
Peradilan Militer 30 - -
Peradilan TUN 50 - 20
Total 867 33 245

Sesuai dengan alokasi DIPA yang ada dihubungkan dengan lama waktu pelatihan,

tingkat kebutuhan prioritas yang diperlukan oleh peserta pelatihan maka metode dalam
Pelatihan diberikan dalam bentuk Ceramah, Tanya Jawab, Presentasi Makalah, Membangun
Pengawasan Dalam Diri Sendiri, Diskusi, Physikotest dan Ujian Materi. Dalam setiap pelatihan
para peserta diharuskan untuk menyusun makalah mengenai permasalahan-permasalahan
didaerah masing-masing untuk kemudian didiskusikan. Permasalahannya adalah adanya
kesenjangan antara Teori dan Praktek dilapangan mengingat para peserta berasal dari
daerah-daerah yang berbeda dimana sering terjadi penerapan teori sering tidak sesuai
dilapangan.
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Selain itu Diklat MA juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain dalam
melakukan Rintisan Pendidikan Gelar dan Non Gelar.

Peserta Dasar Kerjasama Institusi Gelar
Tiga Hakim Surat Perjanjian Kerjasama No. 189B/DP-S/IX/2006, Fakultas Syari'ah Doktor (5-3)
Yustisial tanggal 7 September 2006 Universitas Islam Negeri
Pejabat
Eselon Dua, Surat Perjanjian Kerjasama No. 144A/DP-S/VII/ Fakultas Hukum Magister
Staf Biro 2006,tanggal 28 Juli 2006 dan No.79/PT02.H6.FH/ Universitas Indonesia Hukum (5-2)
Perencanaan, | UI/2006,tanggal 28 Juli 2006
Staf Tim F
17 orang Surat Perjanjian Kerjasama No. 144A/DP-S/VI1/2006, PPs Magister Magister
pejabat dan tanggal 28 Juli 2006 dan No.79/PT02.H6.FH/U/2006, Manajemen Universitas Manajemen
pegawai MA tanggal 28 Juli 2006 Muhammadiyah Jakarta | (S-2)

14 orang Surat Perjanjian Kerjasama No. 188B/DP-S/IX/2006 PPs Magister llmu Magister llmu
pejabat dan tanggal 7 September 2006, dan No.361/Y.52/HK/UlJ/ Hukum Universitas Islam | Hukum (5-2)
pegawai MA 1X/2006, tanggal 7 September 2006 .

Surat Perjanjian Kerjasama Pusdiklat MA No. 194B/
20 orang DP—S{IX/2006,tanggal 12 §eptember 2006 tentarTg Kursus Bahasa

. Pendidikan Bahasa Inggris (Level Low Internmediate George Mason N
pejabat dan h . . 2 Inggris Non
pegawai MA 2) dan Surat Dlrektgr Executive English Language University Jakarta gelar

George Mason Institute Jakarta No.
288/INH/GMU/IX-06, Tanggal 12 September 2006

Disamping kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan dengan beban biaya
DIPA, terdapat pula Program dan Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan pada Badan Litbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung-RI, dengan beberapa Instansi yang telah dilaksanakan

selama tahun 2006 sebagai berikut :

No Institusi Kegiatan Waktu Lokasi
Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Sosialisasi
Undang-Undang Perbankan dan Permasalahan 35.d 4 Mei 2006 Semarang
yang timbul dan Perbankan Syari'ah
Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Sosialisasi
Undang-Undang Perbankan dan Permasalahan 17 s.d 18 Mei 2006 Medan
yang timbul dan Perbankan Syari'ah”
Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Oreintasi
Bank Tentang Perbankan dan Sosialisasi Undang- .
T Indonesia (B) | Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 7 Juni 2006 Jakarta
Undang-Undang No.7 Tahun 1989"
f’enyelengg:a\raan Temu Wicara Tentang 145d15 Juni 2006 Banjarmasin
Perbankan
fenyelengg”araan Temu Wicara Tentang 26 5.d 27 Juli 2006 Surabaya.
Perbankan
llf‘enyelengg;araan Temu Wicara Tentang 23 5.d 24 Agustus 2006 Bandung
Perbankan
Pendldl!(an dar? Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc 17 Juli 5.d.26 Agustus 2006 | Jakarta
Pengadilan Perikanan
Departemen ::i::::n dan Pelatihan Hakim Karier Pengadilan 14 5.d. 26 Agustus 2006 Jakarta
2. Kelautan dan — " " "
Perikanan RI Pen-dldlkan dan Pelatihan Panitera Pengadilan 17 Juli 5.d. 26 Agustus 2006 | Jakarta
Perikanan
Pela.mhan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan 25.d.28 Nopember 2006 Jakarta
Perikanan
Direktorat
Jenderal
3. Pajak Pelatihan Pajak bagi Penegak Hukum Jakarta
Departemen
Keuangan Rl
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Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan diluar dana Mahkamaha Agung yang dilakukan

dalam rangka kerjasama MA dengan donor:

No Institusi Kegiatan Lokasi Waktu
Pelatihan Regular Jakarta 24 — 28 Juli 2006
ELSAM (Lembaga Studi dan Advance Sumatera Selatan | 3 - 6 September 2006
Advokasi Masyarakat) serta Round Table Sumatera Utara 12 - 15 September 2006
Disscusion Surabaya 22 - 25 September 2006
Kendari 20 - 24 Pebruari 2006
. Surabaya 3 -7 April 2006
IASTP Il (Indor.1e.5|a Pelatihan regular Mataram 28 Agustus 2006
Australia Specialised .

- dalam bidang Surabaya 4 - 9 September 2006
Training Program Phase Hukum Lingkungan | T 11-165 ber 2006
Il) & Sucopindo gkung ernate —16 September

Jayapura 18 — 23 September 2006
Kupang 27Nov-2 Desember 2006
oM onal Jakarta 6 — 7 Juni 2006
or a(n?ztae,:ir;tz?a Pelatihan Reguler Jakarta 26 Juni 2006
Migration) mengenai Traffiking | Surabaya 10 - 11 Juli 2006
Batam 31 Juli - 1 Agustus 2006
PMN (Pusat Mediasi Pelatihan R | Jawa Barat 10 - 14 Januari 2006
. usat Vediast elatihan egu'er' Jawa Timur 22- 26 Februari 2006
Nasional) mengenai Mediasi . -
Jawa Timur 4 Juni 2006
IICT (Indonesian .
Institute for Conflict Pelat.lh?n Reguler Semarang 15 - 19 Juni 2006
. Mediasi
Transformation )
Pelatihan Reguler
KPPU‘(Kom|5| Pengawas dan Advar\ce Makassar 27 - 28 April 2006
Persaingan Usaha) mengenai
Persaingan Usaha
Pekanbaru 28 — 29 Agustus 2006
Banten dan 29- 30 Agustus 2006
Lampung
sumatera Barat | 7 _ g November 2006
dan Jambi
GTZ-ICL (Deutsche Jawa Tengah 7 - 8 November 2006
Gesellschaft Riau di Batam 27 - 28 November 2006
7. fuer tECthChe. . Pelatihan Reguler
Zusammenarbeit, Project Pontianak D b
Implementation of ontiana 4 -5 Desember 2006
Competition Law)
8. US Department of Justice Pelatlhar) Reguler Jakarta 1-3 Mei 2006
Cyber Crime

Pusdiklatnis selalu mengadakan evaluasi
setiap selesai penyelenggaraan sebuah
pelatihan.Hasil evaluasi inilah yang
kemudian menjadi bahan rekomendasi
yang diberikan kepada pemegang
kebijakan di lingkungan badan peradilan
untuk dijadikan pertimbangan dalam
mengambil kebijakan-kebijakan mendasar
terhadap pembangunan hukum secara
nasional. Karena sifatnya hanya sebagai
masukan, rekomendasi hasil evaluasi
diklat ini tidak mutlak harus dilaksanakan.
Namun dalam prakteknya rekomendasi-
rekomendasi yang diberikan selama ini

32

sering dijadikan sebagai pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan antara lain
untuk promosi dan mutasi.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen dan Kepemimpinan

Pusat Pendidian dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan (Pusdiklatmenpim)

ini baru setahun berfungsi setelah

adanya Struktur Organisasi yang baru.
Pusdiklatmenpim ini mempunyai tugas
melaksanakan, mengkoordinasikan dan
membina pendidikan dan pelatihan teknis




administrasi peradilan kepada tenaga
teknis yudisial dan administrasi peradilan
yang berhubungan dengan penjengjangan
pangkat dan jabatan.

Pusdiklatmenpim menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan, penyusunan
pedoman pendidikan, dan pelatihan
teknis dan administrasi peradilan kepada
tenaga teknsi yudisial dan administrasi
peradilan.

b. Pelaksanaan penyusunan program,
kurikulum, silabus serta metode
dan standarisasi diklat teknsi dan
administrasi peradilan.

c. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pusdiklatmenpim terdiri dari Bidang
Program dan Evaluasi, Bidang
Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan,
Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok
Jabatan Fungsional. Bidang-bidang tersebut
menyelenggarakan fungsi yang sama
dengan Pusdiklatnis.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen dan Kepemimpinan telah

menyelenggarakan:

1. Pelatihan Komputer Tingkat Pemula di
selenggarakan di kota Jakarta.

2. Pelatihan Komputer Tingkat Lanjutan di
selenggarakan di kota Jakarta.

3. Pelatihan Analisis Jabatan di
selenggarakan di kota Bogor.

4. Pelatihan Kearsipan selenggarakan
di kota Bogor.

5. Pelatihan Auditing Tingkat Dasar
di selenggarakan di kota Bogor.

Penelitian dan Pengembangan

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI

mempunyai tugas melaksanakan penelitian

dan pengembangan hukum dan peradilan,

kerjasama antar lembaga di dalam dan luar

negeri. Ketika melaksanakan tugas Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan

Peradilan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program
penelitian dan pengembangan.

b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan penelitian dan
pengembangan.

c. Pelaksanaan kerjasama dan publikasi di
bidang penelitian dan pengembangan.

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI
terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi,
Bidang Publikasi dan Kerjasama, Subbagian
Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan
Fungsional Peneliti.

Bidang Program dan Evaluasi didukung
oleh Subbidang Program dan Subbidang
Evaluasi yang bertugas melakukan
penyusunan program penelitian dan
pengembangan di bidang hukum dan
peradilan serta melakukan pemantauan
evaluasi serta dokumentasi dan
penyusunan laporan kegiatan hasil
penelitian dan pengembangan di bidang
hukum dan peradilan.

Bidang Publikasi dan Kerjasama mempunyai
tugas melaksanakan publikasi kegiatan
penelitian dan pengembangan dan
kerjasama antar lembaga, baik di dalam
maupupun luar negeri di bidang hukum
dan peradilan.

Adapun Kelompok Jabatan Peneliti terdiri
dari asisten peneliti hingga dengan

peneliti di lingkungan Puslitbang Hukum
dan Peradilan yang bertugas melakukan
pengkajian, uji kelayakan rencana kebijakan,
dan pengembangan model di bidang
hukum dan peradilan.

Pada kurun waktu 2006, Pusat Penelitian
dan Pengembangan melakukan beberapa
kegiatan sebagai berikut:

Penelitian/Pengkajian tentang: Hukum
Lingkungan dan Perlindungan Konsumen
dengan keterlibatan Puslitbang sebagai
peneliti

1. Penelitian/Pengkajian tentang Hukum
Lingkungan.
Untuk mengetahui bagaimana
pemeriksaan dan penyelesaian perkara
yang menyangkut lingkungan hidup
yang menjadi perhatian masyarakat
ditingkat pertama (Pengadilan Negeri)
dan Tingkat Banding, sehingga muncul
putusan yang baik dan dapat
dipertanggungjawabkan bagi upaya-
upaya pembenahan penegakan hukum
lingkungan di Indonesia.
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2. Penelitian/Pengkajian tentang Hukum
Lingkungan.
Untuk mengetahu bagaimana
pengetahuan Hakim didalam memahami
dan menerapkan hokum sebagaimana
yang tertuangkan dalam Undang-
undang tentang Perlindungan
Konsumen dan PERMA No. 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Terhadap Putusan BPSK.

3. Pelaksanaan kegiatan penelitian
dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum
dan Peradilan Mahkamah Agung-RI
(Pejabat Struktural, Hakim Tinggi, Para
Asisten Peneliti dan Staff) dengan
mengadakan pengumpulan data melalui

PENDALAMAN MATERI / DISKUSI
HUKUM MATERIIL DAN HUKUM FORMIL
TINDAK PIDANA KORUPSI

TANGGAL, 2 JUNI 2006
DI 'JAKARTA

pengisian kwesioner dan diskusi di 15
(lima belas) daerah/lokasi, yaitu :
Manado, Jayapura, Medan, Pekanbaru,
Semarang, Denpasar, Mataram, Padang,
Kupang, Pontianak, Surabaya,
Banjarmasin, Yogyakarta, Bandung dan
Lampung

4. Hasil dari kegiatan tersebut berupa
laporan naskah akademis yang
merupakan hasil penelitian yang
dilakukan di 15 (lima belas) daerah
dan informasi tambahan lainnya dari
tiap-tiap program yang dilaksanakan,
diambil dari literature dalam negeri
dan luar negeri sebagai tambahan
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wawasan bagi pembacanya.

B.Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan
Kegiatan:

Mahkamah Agung sampai saat ini

belum mempunyai gedung Pusdiklat
tersendiri. Namun pembangunan tersebut
sudah dimulai sejak tahun 2006 dan
direncaknakan akan diselesaikan pada
tahun 2009. Hal ini menyebabkan adanya
dengan amat terpaksa pelatihan-pelatihan
tersebut diselengarakan di Hotel atau Diklat
Daerah, hal mana menambah kesulitan
dalam pengaturan anggaran yang memang
sangat terbatas.

Sampai saat ini belum semua
jabatan dalam BalitbangDiklat
Kumdil terisi, terutama pada
Puslitbang. Hal ini tentunya perlu
untuk segera dilengkapi untuk
menunjang efisiensi dan efektifitas
kerja.

C.Rekomendasi

Mengingat strategi Mahkamah
Agung Rl dalam mempersiapkan
sumber daya manusia (SDM)
khususnya dalam era Hukum adalah
sudah semestinya apabila sarana
dan prasarana sesuai standar serta
pengisian personil pada jabatan-
jabatan yang masih kosong dapat dipenuhi
untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas
sehari-hari.
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A.Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
memberikan dasar hukum atas perluasan
dari tanggung jawab Mahkamah Agung.
Berdasarkan mandat tersebut maka
Mahkamah Agung bertanggung jawab
terhadap empat lingkungan peradilan
termasuk di dalamnya pengaturan
organisatoris, administratif, dan finansial.
Proses pengalihan kekuasaan dari hanya
mengatur tubuh Mahkamah Agung menjadi
mengatur juga empat lingkungan peradilan
untuk disatukan di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung dikenal dengan sebutan
proses “Satu Atap” Untuk itu Mahkamah
Agung bertanggung jawab melakukan
pembinaan personalia, organisasi,
administrasi dan finansial ke 4 (empat)
lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung juga melakukan
pengembangan dan re-strukturisasi
organisasi Mahkamah Agung sendiri mulai
dan Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim
Agung, Panitera dan Sekretaris serta Unit
Penunjang (Supporting Unit) yang ada
dibawahnya.

1.Pembinaan Karir Hakim

Pembinaan Karir Hakim dilakukan melalui
sistem mutasi dan promosi. Pada prinsipnya
mutasi dan promosi dimaksudkan untuk
pengembangan karir hakim sekaligus
untuk memenuhi kebutuhan organisasi
pengadilan agar pengadilan tersebut
mampu melaksanakan tugasnya dengan
baik. Mutasi dan promosi disamping
mempertimbangan persyaratan-
persyaratan kepangkatan dan pengalaman,
juga harus mempertimbangkan faktor-
faktor kemampuan teknis, kepemimpinan,
dan integritas pribadi. Mutasi dan promosi
juga harus memperhatikan formasi hakim
atau beban kerja (jumlah perkara) pada
pengadilan yang bersangkutan.

Prosedur untuk melakukan mutasi ataupun
promosi dilakukan dengan cara adanya
pengusulan mutasi dan promosi yang
disampaikan oleh Ketua Pengadilan
Tingkat Banding kepada Direktorat
Jenderal terkait setelah melalui proses
penyaringan untuk selanjutnya dibahas
dan diputuskan dalam forum rapat TPM.
Namun untuk kepentingan dinas, forum
rapat TPM dapat memutuskan mutasi hakim
tanpa usul dari Ketua Pengadilan Tingkat
Banding. Surat Keputusan Mutasi kemudian
ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang di Mahkamah Agung. Mutasi
dan promosi harus sudah dilaksanakan oleh
yang bersangkutan selambat-lambatnya

3 (tiga) bulan setelah terbitnya surat
keputusan mutasi promosi.

Standar untuk melakukan mutasi dan
promosi selain mengikuti ketentuan-
ketentuan tentang pengangkatan/promosi
yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2004
tentang Peradilan Umum juga mengikuti
peraturan internal, sebagai berikut:

1. Penempatan pertama bagi calon
hakim yang diangkat sebagai hakim,
ditugaskan pada pengadilan tingkat
pertama kelas Il di luar Pulau Jawa dan
Madura;

2. Mutasi hakim anggota pada tingkat
pertama paling lama 5 (lima) tahun dan
untuk daerah terpencil paling lama 3
tahun;

3. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua
Pengadilan tingkat pertama minimal
masa kerja hakim telah 10 (sepuluh)
tahun;

4. Untuk menjadi hakim pengadilan negeri
kelas I.A (khusus) di wilayah hukum PT
Jakarta pada prinsipnya sudah pernah
menjabat KPN/WKPN dan berpangkat/
golongan ruang minimal Pembina (IV/a
senior);

5. Untuk menduduki jabatan Ketua
Pengadilan tingkat pertama kelas I.A
(khusus) akan diadakan fit and proper test
oleh Mahkamah Agung.
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6. Pengangkatan hakim tinggi
dimungkinkan sebelum berumur 60
tahun (terhitung sejak forum Pra TPM)
dan disetujui oleh forum Pra TPM/TPM;

7. Untuk menjadi hakim tinggi pada
pengadilan tinggi dalam lingkungan
peradilan umum minimal berpangkat/
golongan ruang Pembina Tk.! (IV/b)
senior yang pernah menduduki jabatan
pimpinan atau yang berpengalaman
sebagai hakim di Pengadilan Negeri
Kelas I.A (khusus) minimal 2 (dua) tahun.

8. Penempatan pertama hakim tinggi
harus di luar pulau Jawa dengan
memperhatikan jabatan yang dijabat
sebelumnya;

9. Mutasi hakim tinggi dilakukan secara
berjenjang ke pengadilan tingkat
banding yang kelas (type)nya lebih tinggi
apabila telah bertugas selama 2 s/d 3
tahun.

10.Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Banding seorang
hakim harus berpengalaman sebagai
hakim pengadilan tingkat banding
sekurang-kurangnya selama 4 (empat)

tahun atau 2 (dua) tahun bagi hakim
pengadilan tingkat banding yang pernah
menjabat Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama.

11.Untuk menduduki jabatan Ketua
Pengadilan tingkat Banding seorang
hakim harus
berpengalaman sebagai hakim
pengadilan tingkat banding sekurang-
kurangnya selama 5 (lima) tahun atau
3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan
tingkat banding yang pernah menjabat
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

12.Untuk menduduki jabatan Ketua
Pengadilan tingkat Banding harus
melalui Wakil Ketua pengadilan Tingkat
banding atau jabatan- jabatan tertentu
di Mahkamah Agung yang
memungkinkan untuk itu.

Peraturan Internal tersebut diatas dapat
dikesampingkan apabila terdapat
penghargaan atau penjatuhan hukuman
disiplin serta adanya alasan-alasan tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan
(misalnya sakit, dsb)

Mutasi dan Promosi yang dilakukan pada kurun waktu 2006.

Pembinaan Karir Jumlah

Pengangkatan Calon Hakim menjadi Hakim 247 orang
Mutasi Hakim Pengadilan Tk. | 613 orang
Pengangkatan Wakil Pengadilan Tk.| 145 orang
Peradilan Pengangkatan Ketua Pengadilan Tk.| 138 orang
1 Pengangkatan Ketua/Wakil/Hakim Pengadilan Tk.| menjadi
Umum ; . 45 orang
Hakim Tk.Banding
Mutasi Hakim Tk.Banding 102 orang
Pengangkatan Wakil Pengadilan Tk.Banding 9 orang
Pengangkatan Ketua Pengadilan Tk.Banding 14 orang
Promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama 104 orang
Promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama 84 orang
Promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama 14 orang
Promosi menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama 6 orang
Promosi menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Agama 65 orang
Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Agama 50 orang
) Peradilan Mutasi Ketua Pengadilan Agama 70 orang
: Agama Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama 4 orang
Mutasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama 8 orang
Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi Agama 8 orang
Mutasi Hakim 271 orang
Hakim Yustisial 4 orang
Hakim Pengadilan Tinggi Agama diperbantukan di Mahkamah
Aqung 10 orang
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Pembinaan Karir Jumlah

Promosi menjadi Ketua Pengadilan TUN 12 orang
Promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan TUN 9 orang
3 Peradilan Promosi menjadi Hakim Tinggi TUN 6 orang
' Tata Usaha Pengangkatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 7 orang
Pengangkatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 6 orang
Mutasi Hakim Tinggi 3 orang
Mutasi Hakim PTUN 30 orang
Pengangkatan Hakim Yustisial 1 orang
Pengangkatan calon hakim menjadi Hakim 19 orang
Promosi menjadi Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) 1 orang
Promosi menjadi Wakil Kepala Pengadilan Militer (Wakadilmil) | 1 orang
P . Promosi menjadi Hakim Militer Golongan IV 1 orang
eradilan - P " e
4, Militer Promos! mer)jadl HaI§|m Militer Golongan VI 5 orang
Promosi Panitera dari Letnan Satu ke Kapten 3 orang
Mutasi Hakim 32 orang
Mutasi Panitera 12 orang

Jumlah Hakim pada Kurun Waktu 2006:

No Lingkungan Pengadilan Tingkat Jumlah
. Pertama 3126 orang
1. Peradilan Umum Banding 361 orang
. Pertama 2637 orang
2. Peradilan Agama Banding 304 orang
. Pertama 207 orang
3. Peradilan Tata Usaha Negara Banding 30 orang
Pertama 73 orang
. - Banding (Pengadilan Militer
4 Peradilan Militer Utama dan Pengadilan Militer 9 orang
Tingqi)

Sedangkan jumlah keseluruhan hakim pada empat lingkungan peradilan untuk
pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah:

No Lingkungan Peradilan Posisi Jumlah
Hakim 3487 orang
1. Peradilan Umum Panitera 5741 orang
Juru Sita 601 orang
Hakim 2941 orang
2 Peradilan Agama Panitera 3414 orang
Juru Sita 1062 orang
. Hakim 237 orang
3. Peradilan Tata Usaha Negara Panitera 414 orang
4, Peradilan Militer Hak]m 82 orang
Panitera 64 orang

Pada Bulan Februari 2007 telah diselesaikan
pula draft Aturan Promosi dan Mutasi

yang disusun bersama oleh Tim yang
beranggotakan personil MA dan Pengadilan
di bawahnya serta perwakilan LSM yaitu
LelP (Lembaga Independesi Peradilan).
Untuk sementara draft aturan ini mengenai
aturan promosi dan mutasi bagi Peradilan
Umum, Peradilan TUN, dan Peradilan
Agama. Untuk Peradilan Militer masih harus
menyesuaikan dengan kebijakan Tentara

Nasional Indonesia (TNI). Draft aturan ini
berisikan hal-hal yang baru, yaitu:

1. Perubahan nomenklatur kepangkatan
hakim Kepangkatan hakim saat ini diatur
oleh PP No.41 tahun 2002 tentang
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.
Dalam PP tersebut kepangkatan hakim,
khususnya pada Bagian Pangkat dan
Golongan/Ruang masih menggunakan
nomenklatur dan sistem dasar yang
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sama dengan yang berlaku bagi PNS
pada umumnya.

Mengingat telah disepakati bahwa
setidaknya status hakim kedepan tidak
lagi sebagai PNS, maka dalam draft
aturan diusulkan agar nomenklatur
kepangkatan hakim diubah. Dalam draft
ini kepangkatan hakim dibagi menjadi
dua, yaitu pangkat dan golongan.
Nomenkaltur pangkat pada dasarnya
mengadopsi nomenklatur jabatan hakim
yang terdapat dalam PP No.41/2002
namun dengan sedikit modifikasi yaitu

menggunakan nomenklatur Hakim
Pratama, Hakim Madya dan Hakim
Utama. Dalam draft aturan diusulkan
adanya pembedaan pangkat yang
berlaku bagi hakim tingkat pertama dan
hakim tingkat banding (tinggi). Dengan
adanya pembedaan tersebut maka tidak
dimungkinkan lagi adanya hakim tingkat
pertama yang berpangkat sama dengan
hakim tingkat banding (tinggi).

2. Pengedepanan sistem prestasi kerja
dibandingkan dengan sistem karir.
Pikiran pokok ini diturunkan menjadi
beberapa isu, yaitu penerapan kembali
ujian kenaikan golongan, perubahan
jangka waktu kenaikan pangkat reguler,
dan pembatasan-pembatasan usia
maksimum untuk jabatan atau posisi-
posisi tertentu.
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3. Uji Kelayakan sebagai metode pengisian
jabatan pengadilan tertentu yang
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

4. Pemberlakuan sistem regional/wilayah
dalam pemutasian hakim. Dalam draft
aturan diusulkan agar sampai jenjang
kepangkatan tertentu
mutasi hakim dilakukan secara regional.
Pembagian region atau wilayah tersebut
dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Region atau Wilayah Sumatera dan
Kalimantan

b. Region atau Wilayah Sulawesi, Kepulauan
Maluku, dan

Papua

. Region atau

Wilayah Jawa,

Bali dan
Kepulauan

Nusa Tenggara

Namun
khusus untuk
pengadilan-
pengadilan yang
terdapat dalam
Provinsi
DKI Jakarta tidak
termasuk dalam
salah
satu region yang
ada.Tujuannya
adalah
untuk menjadikan pengadilan-pengadilan
yang ada di DKl Jakarta sebagai tempat bagi
hakim-hakim terbaik yang berasal dari
ketiga region yang ada.Dengan sistem
region ini maka hakim yang ditempatkan
dalam Pengadilan yang termasuk dalam
salah satu region, hingga pangkat tertentu
hanya dapat dimutasikan ke pengadilan
lainnya yang berada dalam region tersebut.
Untuk mengefektifkan sistem region ini
maka sistem region harus juga berlaku
semenjak tahap pendaftaran calon hakim,
dalam artian jika calon hakim mendaftar
di tempat pendaftaran yang termasuk
dalam salah satu region, maka penempatan
calon hakim tersebut pertama kali juga
harus mengikuti aturan region ini.



1. Pembinaan Karir Pegawai Lainnya Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan
Prosedur Rekruitmen Pegawai di Mahkamah ~ Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Agung RI mengikuti Peraturan Pemerintah Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pemberhentian PNS.
Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Tahun
Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri 2006 di Empat Lingkungan Peradilan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: adalah sebagai berikut:
Kep/235/M.Pan/12/2006 tahun anggaran - Promosi dan Mutasi untuk menjadi wakil
2006. Sekretaris sebanyak 57 Orang

- Promosi dan Mutasi untuk menjadi
Prosedur rekruitmen pegawai dilakukan Kasubbag sebanyak 72 Orang
melalui Penyusunan Formasi. Penyusunan - Promosi dan Mutasi untuk menjadi
Formasi didasarkan atas data-data Kepala Urusan sebanyak 87 Orang
pegawai atau formasi pegawai yang ada - Mutasi PNS antar wilayah Pengadilan
di 4 lingkungan Peradilan dan Mahkamah Tingkat Banding sebanyak 102 Orang

Agung Rl. Hasil penyusunan
tersebut kemudian dianalisa
berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja yang ada di 4 lingkungan
Peradilan dan Mahkamah Agung
yang terdiri dari formasi Hakim,
Panitera, Juru sita, Pegawai Negeri
Sipil

Hasil penyusunan formasi

tersebut diajukan ke Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
untuk mendapatkan penetapan
jumlah formasi yang disetujui. Dari
jumlah yang disetujui, Mahkamah
Agung RI melaksanakan rekruitmen
di 30 wilayah Pengadilan Tingkat
Banding seluruh Indonesia,

dengan jumlah formasi masing-
masing yang telah ditentukan

oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Kepaniteraan dalam rangka rekruitmen Pada saat ini di Mahkamah Agung jumlah
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pimpinan dan Hakim Agung adalah
Mahkamah Agung RI. sebanyak 46 orang, Pejabat Eselon |
adalah sebanyak 7 orang, Pejabat Eselon Il
Untuk tahun 2006 formasi yang telah adalah sebanyak 38 orang, Pejabat Eselon IlI
ditetapkan Menteri Pendayagunaan adalah sebanyak 94 orang, Pejabat Eselon
Aparatur Negara untuk Mahkamah Agung IV adalah sebanyak 275 orang. Adapun
Rl sebanyak 613 orang yang terdiri dari jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil
Hakim sebanyak 500 orang, Panitera, dan di 4 lingkungan Peradilan dan Mahkamah
Juru sita sebanyak 113 orang. Agung Rl adalah 11025 orang.
Formasi ini dilaksanakan pada tanggal 8 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Maret 2007 berdasarkan Pendidikan dan Gender per

Februari 2007:
Pelaksanaan Mutasi dan Promoso bagi
Pegawai berdasarkan pada Undang-
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Unit Kerja

1 Mahkamah 9 (2110921397 [177 |16 |17 | 412 213 |34 |7 |58
Agung

2 | PeradilanUmum | - |- |12 |- | 1235 | 655 |82 |80 | 2017 | 1152 |26 |8 | 29

3 | PeradilanAgama |- |- |14 |6 |828 |475 |27 |11 | 478 | 294 |20 |4 |14

4 | PeradilanTUN I - 176 | 106 | 18 | 20 | 152 15 |5 |10 |1

5 Peradilan Militer - - - - 5 4 - - 112 56 9 1 7

Jumlah hakim dan pegawai Mahkamah Agung lainnya berdasarkan
Gender dan Latar Belakang Pendidikan
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Jumlah hakim dan pegawai Peradilan Agama lainnya
berdasarkan Gender dan Latar Belakang Pendidikan
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Jumlah hakim dan pegawai Peradilan TUN lainnya berdasarkan
Gender dan Latar Belakang Pendidikan
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Jumlah hakim dan pegawai Peradilan Militer lainnya
berdasarkan Gender dan Latar Belakang Pendidikan
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Teknologi umumnya digunakan untuk
memberikan kemudahan bagi kehidupan
manusia. Arus perpindahan informasi yang

pada masa lalu terbatas ruang dan waktu saat

ini perlahan lenyap dengan berkembangnya
teknologi informasi. Media komunikasi seperti
internet misalnya mampu mempersingkat proses
pengiriman data dari satu tempat ke tempat yang
lain, selain itu juga memberikan berbagai jenis
informasi pada publik secara luas.

Dukungan Teknologi Informasi di lingkungan
peradilan saat ini juga telah menjadi kebutuhan
yang bersifat strategis dan berpengaruh
terhadap kinerja organisasi. Sudah sepatutnya
manajemen organisasi peradilan termasuk
Manajemen sumber daya Manusia, Manajemen
Logistik, Manajemen Keuangan serta Manajemen
Perencanaan memanfaatkan teknologi
informasi yang ada. Pelaksanaan berbagai fungsi
manajemen tersebut yang dahulu bersifat
manual perlu dikembangkan dengan berbasis
pada teknologi informasi. Selain bertujuan
meningkatkan kualitas kinerja peradilan,
teknologi informasi juga digunakan untuk
meningkatkan transparansi sistem peradilan itu
sendiri.

1.Pelaksanaan Pengembangan Teknonogi
Informasi

Pengembangan teknologi informasi di
pengadilan merupakan salah satu program
prioritas dalam upaya pembaruan peradilan. Sejak
tahun 1998 Mahkamah Agung telah berusaha
mengembangkan sistem informasi bagi publik
yang dinamakan Akses 121 untuk pelayanan
publik via telepon dan pada tahun 2003 telah
dikembangkan sistem informasi Mahkamah
Agung Rl disingkat SIMARI. Tahun demi tahun
dikembangkan terus akhirnya sampai tahun
2006 ini SIMARI telah dapat berjalan dengan
memiliki 8 sistem aplikasi untuk Mahkamah
Agung Pusat yakni Sistem Informasi Administrasi
Perkara (SIAP), Sistem Informasi Administrasi
Hukum (SIAH), Sistem Informasi Kepegawaian MA
(SIKMA), Sistem Informasi Logistik (SILog), Sistem
Informasi Perencanaan (SIRen), Sistem Informasi
Keuangan (SIKeu), Sistem Informasi Pengawasan
dan Pembinaan (SIWasbin), dan Portal Internet
Mahkamah Agung dengan nama domain www.
mahkamahagung.go.id.

Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP)
pada prinsipnya dikembangkan untuk
merekam perjalanan berkas perkara mulai dari

penerimaan berkas oleh Tata Usaha (TU), Biro
Umum, lalu ke direktorat terkait dan Tim yang
ditunjuk sampai pengiriman kembali berkas
perkara ke pengadilan asal oleh TU direktorat
terkait. Beberapa fitur yang ada dalam SIAP
yang menunjang kinerja internal Mahkamah
Agung antara lain adalah pencari nomor

kirim pengadilan asal, nomer agenda, nomer
register dan pencarian alur berkas, informasi
mengenai nama majelis hakim, Buku register,
putusan MA, dsb. Selain untuk kepentingan
internal Mahkamah Agung, informasi SIAP juga
dapat diakses masyarakat diantaranya melalui
layar sentuh (Touch Screen), Penjawab Telepon
Interaktif/IVR (Interactive Voice Response), pesan
teks/sms, dan web portal dengan memasukan
nomor kirim pengadilan asal dan nomer register.

Sistem Informasi Administrasi Hukum (SIAH)
merupakan manajemen pustaka yang bersifat
elektronik untuk membantu penyajian dokumen
dan literatur hukum bagi para Hakim Agung.
Melalui sistem ini, para Hakim dapat mencari,
melihat dan mendownload dokumen berbagai
peraturan seperti Undang-undang, Peraturan MA,
Surat Edaran MA, dan juga yurisprudensi putusan.
Sistem ini juga memungkinkan adanya integrasi
dengan Modul Perpustakaan sehingga dapat
melihat ketersediaan dokumen secara fisik.

Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKMA)
Sistem Informasi Logistik (SILog), Sistem Informasi
Perencanaan (SIRen), Sistem Informasi Keuangan
(SIKeu), Sistem Informasi Pengawasan dan
Pembinaan (SIWasbin) merupakan sistem aplikasi
pendukung atas kedua sistem aplikasi teknis
yang telah diuraikan di atas. SIKMA misalnya
merupakan suatu sistem pengelolaan data
personal kepegawaian dari tingkat Mahkamah
Agung hingga instansi peradilan daerah.
SIWasbin dirancang untuk membantu unit
pengawasan dan pembinaan dalam melakukan
tugas pemeriksaan mulai perencanaan hingga
pembuatan laporan kerja. SILog diharapkan
dapat membantu Biro Umum dalam mengatur
dan menginventarisasi semua aset yang dimiliki
Mahkamah Agung, sedangkan SIRen dapat
membantu Biro Perencanaan dalam menyusun
perencanaan anggaran kebutuhan seluruh unit
yang ada di Mahkamah Agung, sedangkan SiKeu
membantu Biro Keuangan dalam menyusun
anggaran dan melaksanakan anggaran
Mahkamah Agung.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,
masyarakat juga dapat mengakses beberapa
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informasi penting melalui portal Internet
Mahkamah Agung www.mahkamahagung.
go.id. Beberapa menu utama dalam website ini
misalnya info aktual seputar berita hukum, uraian
singkat mengenai empat lingkungan peradilan,
profil organisasi dan pimpinan, direktori
pengadilan, menu peraturan internal MA,
informasi perkara, pengaduan masyarakat, dan
lain sebagainya. Di samping itu untuk Pengadilan
di bawah MA yang berlokasi di tingkat daerah
telah dikembangkan SIMARI dengan 4 sistem
aplikasi yakni SIAP, SIKMA, SIKeu dan SlLog untuk
peningkatan kinerja Pengadilan tingkat daerah.

Upaya untuk menyelenggarakan kegiatan dan
layanan Teknologi Informasi yang baik telah
dilakukan melalui berbagai kegiatan selama
Tahun Anggaran 2006 antara lain:

a) Dilingkungan Mahkamah Agung

+ Peningkatan infrastruktur SIMARI yakni
peningkatan jaringan, dan peningkatan
teknologi komunikasi maupun kemampuan

server dan menginstalasi jaringan SIMARI di

beberapa satuan kerja (satker), memberikan

bimbingan teknis dan training operator
untuk menjamin keberlanjutan dan

kemandirian jalannya SIMARI khususnya di

setiap satker.

Peresmian (launching) SIMARI dan sosialisasi

aplikasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE) di

depan anggota rapat pleno Mahkamah

Agung dimana dengan aplikasi SIE para

Hakim Agung dapat melihat kinerja MA

khususnya dalam menyelesaikan masalah

perkara.

+ Dalam hal peningkatan pelayanan
masyarakat, untuk mengetahui informasi
perkara di tingkat Mahkamah Agung
disediakan 4 media pelayanan informasi
yakni: via telepon, via SMS, via Internet, dan
Touch Screen yang berada di lobi utama
gedung Mahkamah Agung pusat sebanyak
4 unit.

+ Diangkatnya pejabat setingkat eselon IlI
yang berada dibawah Biro Hukum dan
Humas yang bertanggung jawab dalam
masalah penerapan sistem IT dalam hal
pengembangan dan pemeliharaan system
informasi Mahkamah Agung RI.

+ Untuk mengetahui secara jelas kondisi
terkini kapasitas teknologi yang dimiliki oleh
Mahkamah Agung RI pada tahun 2006 juga
dilakukan tahapan awal dari program audit
sistem komputerisasi di MA dan lingkungan
pengadilan di bawahnya. Kegiatan ini
dirancang untuk menginventarisasi/
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audit aset (hard & softwares) teknologi,
memetakan kebutuhan informasi masing-
masing unit organisasi MA dan antara
unit-unit tsb, mengetahui kemampuan
SDM untuk manajemen informasi
terkomputerisasi serta memperbaiki
perencanaan sistim manajemen informasi
terkomputerisasi yang komprehensif dan
terintegrasi. Melalui program ini diharapkan
dukungan teknologi informasi yang saat ini
sudah dikembangkan di MA dan pengadilan
di bawanya dapat berjalan lebih maksimal
mengingat data yang dihasilkan oleh

audit sangat berpengaruh pada proses
pengembangan teknologi informasi
pengadilan ke depannya.

b) Di Daerah

+ Memperluas Instalasi jaringan dan sistem
aplikasi SIMARI di 25 Pengadilan Tingkat
| dan Pengadilan Tingkat Il di 5 daerah
yakni : Jakarta, Banten, Bandung, Semarang,
dan Surabaya, sehingga ke 25 Pengadilan
tersebut dengan menggunakan SIMARI
diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya
sesuai tuntutan masyarakat dan terkoneksi
ke server pusat MA Jakarta untuk mengirim
dan menerima data/informasi.

+ Dalam hal peningkatan pelayanan
masyarakat, untuk mengetahui informasi
perkara di 25 pengadilan tersebut
disediakan juga sebuah media Touch Screen
yang ditempatkan di lobi utama gedung
pengadilan tersebut.

SIMARI bukanlah merupakan satu-satunya

proyek pengembangan sistem informasi yang
ada di Mahkamah Agung. Beberapa unit kerja

lain juga berusaha mengembangkan sistem
informasi sesuai dengan kebutuhannya baik
dengan swadaya maupun dengan bantuan

dari negara donor seperti Sistem Informasi
Administrasi Perkara dengan sistem pemindaian
menggunakan kode bar (bar code) yang dibiayai
oleh ADB, proyek ini telah selesai dan hingga

saat ini pengumpulan database yang berhasil
dilakukan pada proyek ini adalah sebanyak 6000
perkara termasuk putusan perkara dengan format
pdf melalui proses pemindaian. Demikian pula
halnya dengan Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama (Ditjen Badilag) yang telah meresmikan
portal internetnya dengan nama www.
badilag.net. Website Badilag ini telah berhasil
dimanfaatkan oleh jajaran peradilan agama yang
berada dibawahnya untuk pertukaran data dan
informasi seperti laporan-laporan perencanaan,
keuangan, forum diskusi, kelompok milis, dan lain-



lain. Badilag juga mengembangkan
Sistem Aplikasi Kepaniteraan
Peradilan Agama (SIAPDA) yang
sampai saat ini telah digunakan oleh
98 Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia.

2.Kendala Pelaksanaan
Pengembangan
Sistem Teknologi Informasi

Beberapa kendala dalam penerapan
SIMARI diantaranya belum
optimalnya pengoperasian SIMARI
di jajaran Mahkamah Agung.

Salah satu penyebabnya adalah
rendahnya motivasi operator yang
sudah terlatih dalam menjalankan
SIMARI karena kurangnya dukungan
manajemen terhadap operator itu
sendiri. Perlu disadari semua pihak
bahwa keberhasilan penerapan
teknologi informasi di Mahkamah Agung tidak
akan tercapai tanpa dukungan pengguna/
user (operator) dan pimpinan Mahkamah
Agung dimulai saat perencanaan sampai
pengembangan sistemnya.

Sampai tahun 2006 jumlah pengadilan daerah
yang sudah tersambungkan dengan SIMARI

baru sebanyak 37 pengadilan, sedangkan jumlah
seluruh pengadilan yang ada saat ini di seluruh
Indonesia hampir 800 pengadilan.Jadi sampai
tahun 2006 baru sekitar 5% jumlah pengadilan
yang tersambung dengan SIMARI. Untuk itu perlu
dilakukan usaha percepatan perluasan penerapan
sistem Tl atau SIMARI ke pengadilan lainnya yang
tersebar di seluruh Indonesia dengan menambah
alokasi anggaran di bidang pengembangan
Sistem IT MA pada tahun anggaran yang akan
datang.

3.Rekomendasi

Sebagai dampak dari sistem satu atap (one
roof system) dan adanya struktur organisasi
baru, terjadi banyak perubahan yang akan
mempengaruhi sistem SIMARI terutama pada
prosedur dan infrastruktur sistem Tl lainnya,
sehingga pada SIMARI yang akan datang harus
dilakukan penyesuaian terhadap perubahan-
perubahan tersebut.

Harapan kedepan fitur SIMARI dan websitenya
akan terus ditingkatkan baik kualitas maupun
kuantitasnya dan semua unit kerja Mahkamah

Agung Rl termasuk seluruh pengadilan akan
memiliki portal intranet sendiri-sendiri yang
merupakan sub domain dari portal internet
Mahkamah Agung pusat yang pengelolaannya
mandiri dan terkoordinasi di bawah Mahkamah
Agung, sehingga semua sumber daya (resources)
sistem informasi, baik data maupun komponen
lainnya yang ada pada Mahkamah Agung pusat
maupun tiap-tiap unit kerja dapat tersambung
satu sama lain (online) sehingga dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
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Saat ini dengan adanya kebijakan sistem
peradilan satu atap atau "one roof system”,
tanggung jawab pengelolaan anggaran dan
keuangan pengadilan beralih dari tangan
Departemen Hukum dan HAM ke Mahkamah
Agung Rl.Tanggung jawab Mahkamah
Agung tidak lagi terbatas pada pengelolaan
anggaran di lingkup Mahkamah Agung
sendiri namun juga atas seluruh pengadilan
di semua tingkatan pada empat lingkungan
peradilan di Indonesia.

Dua struktur pada organisasi Mahkamah
Agung yang memegang peranan penting
dalam pengelolaan keuangan pengadilan di
tingkat pusat adalah Biro Perencanaan dan
Organisasi serta Biro Keuangan pada Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Hal
ini telah diatur dalam pasal 368 dan Pasal 414
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
Tentang Sekretaris Mahkamah Agung.

Biro perencanaan pada prinsipnya memiliki
tugas melaksanakan koordinasi dan
pembinaan penyusunan rencana dan
program, anggaran, penataan organisasi dan
tata laksana serta evaluasi dan pelaporan

di lingkungan Mahkamah Agung dan

pengadilan di semua lingkungan. Sesuai

pasal 369, Biro Perencanaan dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan
rencana dan program.

b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
di bidang penyusunan rencana dan
anggaran.

c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
di bidang bimbingan dan monitoring.

d. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang
organisasi dan tata laksana.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan Biro Keuangan bertanggung
jawab melaksanakan pengelolaan keuangan
di lingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.
Beberapa fungsi yang diselenggarakan oleh
Biro ini:
1. pelaksanaan pembukuan dan
penghitungan anggaran, pembiayaan
dan pertanggungjawaban keuangan,

pedoman pelaksanaan penghitungan
anggaran, pembiayaan dan
pertanggungjawaban keuangan,
pedoman pelaksanaan penghitungan
anggaran, dan tuntutan ganti rugi,
pengelolaan pembendaharaan dan
pengelolaan urusan pembayaran gaji
serta penyusunan perencanaan,
pemantauan, dan perkembangan
penerimaan negara bukan pajak di
Mahkamah Agung dan Pengadilan di
semua lingkungan Badan Peradilan;

2. pelaksanaan pembinaan pembukuan
dan penghitungan anggaran;

3. pelaksanaan pembinaan pembiayaan
dan pertanggungjawaban keuangan;

4. pelaksanaan pembinaan penghitungan
anggaran dan tuntutan ganti rugi;

5. pelaksanaan pengelolaan
perbendaharaan dan pembayaran gaji
Kesekretariatan dan Kepaniteraan MA Rl;

6. pelaksanaan penyusunan perencanaan,
pemantauan, dan perkembangan
penerimaan negara bukan pajak;

7. pelaksanaan urusan tata usaha Biro

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa Biro Perencanaan dan Organisasi
mengambil peranan dalam proses
penganggaran dan alokasi anggaran
organisasi, sedangkan Biro Keuangan
bertanggung jawab dalam realisasi anggaran
dan pertanggungjawaban keuangan
organisasi.

Anggaran Mahkamah tahun 2006 merupakan
bagian dari Anggaran Dan Pendapatan
Belanja Negara (APBN) 2006 yang telah
disahkan melalui persetujuan DPR dalam
Undang-undang No.13 Tahun 2005 Tentang
Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara
tahun 2006. Mahkamah Agung mendapat
anggaran dalam DIPA sebesar Rp.
2.182.196.000.000,- (Dua triliun seratus
delapan puluh dua milyar seratus
sembilan puluh enam juta rupiah) untuk
tahun anggaran 2006. Pada pertengahan
tahun 2006 Mahkamah Agung memperoleh
tambahan alokasi anggaran dalam Anggaran
Belanja Tambahan (ABT) untuk mendukung
beberapa kegiatan yang perlu segera
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dilaksanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00
(Dua puluh milyar rupiah).

Mengingat pengalaman tahun lalu dimana
pengesahan DIPA perubahan (APBN/P)

baru diterima MA pada menjelang akhir
tahun anggaran, sehingga sangat sulit

untuk merealisasikan/menyerap anggaran
tambahan tersebut, khususnya untuk satuan
kerja di daerah. Oleh karena itu pada tahun
2006 MA hanya mengalokasikan ABT ini
untuk kebutuhan berdasarkan skala prioritas
yaitu penyelesaian pembangunan gedung
dan perlengkapan sarana serta prasarana
Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebesar
Rp. Rp.4.790.900.000,00 (Empat milyar tujuh
ratus sembilan puluh sembilan ratus ribu
rupiah). Penyelesaian gedung Pengadilan
Tinggi dilaksanakan dengan cara penunjukan
langsung karena kegiatan pembangunan
merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Selain itu tambahan anggaran juga
dialokasikan untuk pengadaan kendaraan
bermotor roda empat untuk keperluan dinas
operasional para Ketua Pengadilan Negeri
Kelas IA.Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)
Kelas | yang belum memiliki kendaraan dinas
operasional yaitu sebanyak 86 unit x Rp.
176.850.000,00 = Rp. 15.209.100.000 (Lima
belas milyar dua ratus sembilan seratus ribu
rupiah). Pengadaannya dilakukan melalui
DIPA Pusat (Badan Urusan Administrasi MA)
dengan cara government sales operation
(GSO)/Pelayanan Penjualan Kendaraan
Khusus untuk instansi pemerintah.

A. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung
RI Tahun Anggaran 2006

Mengingat bahwa titik tolak dan

sebagian besar pelayanan peradilan bagi
masyarakat adalah pelayanan peradilan
oleh pengadilan-pengadilan di daerah,
maka Mahkamah Agung berupaya untuk
semakin memperlancar dan mempercepat
proses peradilan di seluruh tanah air, baik
di pengadilan tingkat pertama maupun
pengadilan tingkat banding. Untuk itu, dari
total keseluruhan anggaran Mahkamah
Agung sebesar 2.182.196.000.000,- (Dua
triliun seratus delapan puluh dua milyar
seratus sembilan puluh enam juta rupiah)
maka anggaran daerah adalah sebesar Rp.
1.757.528.744.000,- (Satu triliun tujuh ratus
lima puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh
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delapan juta tujuh ratus empat puluh empat
ribu rupiah) atau sebesar 80,00 persen yang
dialokasikan ke satuan-satuan kerja di
daerah.

Alokasi anggaran tersebut adalah dalam
bentuk belanja pegawai dan belanja barang
untuk membiayai kelancaran operasional
pengadilan, dan belanja modal serta untuk
keperluan pembangunan sarana dan
prasarana pengadilan baik pengadilan umum,
pengadilan agama, pengadilan tata usaha
negara (TUN) maupun pengadilan militer.
DIPA daerah tersebut terbagi atas:
- Lingkungan Peradilan Umum
Rp. 1.068.553.401.000,- (60,80 %)
- Lingkungan Peradilan Agama
Rp. 568.847.073.000,- (32,37 %)
- Lingkungan Peradilan TUN
Rp.57.717.269.000,- ( 3,28 %)
- Lingkungan Peradilan Militer
Rp.62.411.001.000,- ( 3,55 %)

Sedangkan untuk DIPA pusat sebesar Rp.
424.667.265.000,- (Empat ratus dua puluh
empat milyar enam ratus enam puluh tujuh
juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
atau 19 % yang terbagi atas:
- Satker Kepaniteraan
Rp.77.042.393.000,- (18,14 %).
- Satker Badan Urusan Administrasi
Rp. 247.398.503.000,- (58,25 %)
- Satker Diklat Litbang
Rp. 10.465.347.000,- ( 2,46 %)
- Satker Pengawasan
Rp.6.395.666.000,- ( 1,51 %)
- Satker Ditjen Badan Peradilan Umum
Rp.52.654.282.000,- (12,40 %)
- Satker Ditjen Badan Peradilan Agama
Rp.26.230.827.000,- ( 6,18 %)
- Satker Ditjen
Badan Peradilan Militer &TUN
Rp.4.480.238.000,- ( 1,05 %)

Anggaran Mahkamah Agung tersebut
dalam DIPA tahun 2006 sebesar Rp.
2.182.196.000.000,- (Dua triliun seratus
delapan puluh dua milyar seratus sembilan
puluh enam juta rupiah), terbagi dalam 10
(sepuluh) program *(lihat juga perinciannya
dalam lampiran 6) , yaitu:

Dari 10 (sepuluh) program tersebut, untuk
alokasi daerah terdapat 2 (dua) program
yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan
Kenegaraan dan Kepemerintahan dan
Program Peningkatan Kinerja Lembaga
Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum



lainnya yang kegiatannya dilaksanakan pada
pokoknya antara lain:

dan Kepemerintahan

Program Pengelolaan Sumber

Laporan Keuangan Mahkamah AgungRI
Tahun Anggaran 2006 terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan

Rp. 133.124.030.000,-

Daya Manusia

Aparatur Rp. 4.877.622.000,-
3. Program Perencanaan Hukum Rp. 7.982.685.000,-
4. Program Pembentukan Hukum Rp. 3.788.970.000,-

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan
> dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya

9 9 Y Rp. 1.987.413.269.000,-

6 Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Rp. 19.300.942.000,-
7 Program Peningkatan Kesadaran hukumdan HAM Rp. 1.775.650.000,-
8. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Rp. 4.937.952.000,-
9. Program Penegakan Hukum dan HAM Rp. 17.994.880.000;-
10 ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaan

Gender dan Anak

1. Belanja barang untuk pelaksanaan Tupoksi.
2. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti:

- Pengadaan tanah untuk gedung kantor,
rumah dinas pengadilan.

- Pengadaan kendaraan operasional bagi
Mahakamah Agung dan pengadilan.

- Pengadaan alat pengolah data, seperti:
komputer, lap top, dlI.

- Perawatan gedung kantor dan rumah
dinas.

- Pengadaan meubelair.

- Perawatan sarana gedung, dll.

3. Pembinaan dan konsultasi, seperti
pengawasan, hakim terbang/detasiring.

4. Bantuan hukum, seperti bantuan biaya
saksi, pengacara dan penyelesaian
perkara lainnya.

5. Operasi pelayanan hukum, seperti biaya
pengamanan perkara.

B. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung
Rl Tahun Anggaran 2006

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah
Agung dilakukan berdasarkan Undang-
undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta
Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/
PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi
Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang.

............................. Rp.  1.000.000.000,-

atas Laporan Keuangan yang disusun secara
desentralisasi dengan menggunakan Sistem
Akuntansi Instansi (SAl) yang terdiri dari
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).
Laporan keuangan tahun anggaran 2006

ini telah dikaji ulang (review) oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl selaku
badan pengawasan internal. Namun saat ini
masih dilakukan rekonsiliasi dengan Ditjen
Perbendaharaan c.qg. Direktorat Informasi
Akuntansi dan dalam proses pemeriksaan
oleh badan pengawas eksternal Badan
Pemeriksa Keuangan Rl (BPK RI).

Realisasi pendapatan negara dan hibah
selama Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar
Rp 5.935.921.593,- (lima milyar sembilan

ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua
puluh satu lima ratus sembilan puluh tiga
rupiah) atau mencapai 7.650,70% dari pagu
anggarannya.

Sedangkan Realisasi anggaran pada TA 2006
adalah Rp 1.669.712.747.826,- atau mencapai
83,36% dari anggarannya.

Jumlah aset per 31 Desember 2006 adalah
sebesar Rp 453.197.366.095,- yang terdiri dari
aset lancar sebesar Rp 15.785.500.052,-, aset
tetap sebesar Rp 437.411.866.552,-.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2006
adalah sebesar Rp 7.935.156.552,- yang
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terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar
Rp 7.934.409.602,-; dan kewajiban jangka
panjang sebesar Rp.746.950,-.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2006
adalah sebesar Rp 445.262.209.543,- yang
terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp
7.850.343.500,~; ekuitas dana investasi sebesar
Rp 437.411.866.043,-.

Dalam membelanjakan penerimaan,
Mahkamah Agung senantiasa
memperhatikan prinsip-prinsip
pembelanjaan yang efektif and efisien, yaitu
sasaran tercapai namun

tetap dalam batas-

batas penghematan A_DI

yang rasionil. Dana
hanya digunakan untuk
kepentingan publik dan
sesuai dengan otorisasinya N
sebagaimana ditetapkan
dalam Rencana Kerja

dan Anggaran untuk
Kementerian/Lembaga
(RKA-KL) untuk Mahkamah
Agung.

asuna g

Dengan ditunjuknya
satuan kerja unit pelaksana
teknis sebagai Koordinator
Wilayah yang bertindak
sebagai Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah
(UAPPA-W) melalui SK Sekretaris MA RI No.
MA/SEK/210A/SK/VI/2006, penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
tahun ke depannya diharapkan dapat
berjalan secara desentralisasi. Kendala yang
dihadapi tahun-tahun sebelumnya dalam
penyusunan laporan keuangan di Mahkamah
Agung termasuk laporan keuangan seluruh
pengadilan tingkat pertama dan banding
pada empat lingkungan peradilan di
Indonesia sedikit banyak dapat teratasi.
Namun pelaksanaan sistem yang baru ini
belum berjalan dengam maksimal karena
tentunya memerlukan waktu.

i

Berdasarkan sistem yang baru, proses
pelaporan realisasi anggaran dan neraca
dikoordinasikan oleh Koordinator Wilayah
yang berperan dalam melakukan rekonsiliasi
data akuntansi yang diterima dari satuan
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kerja di wilayah/propinsi yang bersangkutan
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) setempat. Selain itu dengan
adanya Koordinator Wilayah ini maka tindak
lanjut dan proses penyempurnaan data
akuntansi dapat dilakukan di tingkat daerah
sebelum dikirim ke Mahkamah Agung dan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Departemen
Keuangan RI.

Dalam pelaksanaan Anggaran Tahun

2006 ini masih terdapat berbagai kendala,
terutama menyangkut belanja barang
dan belanja modal. Kendala yang dihadapi
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dalam pelaksanaan belanja barang berkaitan
dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
oleh Departemen Keuangan.Jumlah
anggaran untuk belanja barang yang
ditetapkan oleh Departemen Keuangan
lebih kecil dari kebutuhan Mahkamah Agung
yang sesungguhnya, sehingga tidak semua
kebutuhan dapat dipenuhi dengan jumlah
anggaran tersebut.

Kendala lain dalam pelaksanaan anggaran
antara lain adalah faktor tingkat inflasi. Hal ini
tampak dari perbedaan standar harga yang
ditetapkan pada saat perencanaan dengan
harga sesungguhnya atau harga riil pada saat
pelaksanaan anggaran. Selain itu Aplikasi
RKA-KL dari Departemen Keuangan Rl tiap
tahun selalu ada perubahan sehingga perlu
penyesuaian dalam hal pemahaman untuk
para operator.




C. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadilan

Salah satu prioritas dalam program
Mahkamah Agung bagi seluruh wilayah
Pengadilan adalah penyediaan sarana dan
prasarana pengadilan yang layak dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi lembaga peradilan dari
semua lingkungan peradilan di Indonesia.
Selama ini dukungan sarana dan prasarana
yang ada masih belum memadai sehingga
Mahkamah Agung berupaya terus menerus
untuk meningkatkan sarana dan prasarana
agar seimbang dengan beban tugas yang
diemban, tuntutan masyarakat terhadap
kinerja pengadilan, dan penegakan
supremasi hukum.

Sejalan dengan upaya peningkatan sarana
dan prasarana yang telah dilaksanakan pada
tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya,
maka di tahun 2006 ini upaya peningkatan
sarana dan prasarana tersebut diantaranya
terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana
gedung kantor pengadilan, pembangunan
perumahan dinas, pengadaan kendaraan
operasional, pengadaan perlengkapan kantor
dan pengadaan fungsional peradilan.

Berikut ini bagan peningkatan sarana dan
prasarana pengadilan yang telah dilakukan
selama tahun 2006:

peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan pada
seluruh jajaran peradilan untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan

2. Penambahan tenaga atau staf yang
berlatar belakang keuangan, khususnya
di bidang akuntansi.

3. Peningkatan kemampuan pengelolaan
keuangan khususnya bagi pimpinan
pengadilan di daerah mulai dari
penetapan sasaran anggaran hingga
realisasi anggaran,

4. Peningkatan kemampuan unit pengelola
keuangan di bidang penyusunan RAB,
TOR dan kelengkapan lainnya.

5. Masih perlunya dilaksanakan sosialisasi
tentang aplikasi Rencana Kerja
Anggaran-Kementerian Lembaga
(RKA-KL).Peningkatan monitoring
pelaksanaan anggaran oleh pusat ke
daerah-daerah

6. Diharapkan ke depannya melalui SIMARI
yang terhubung antara pusat dan daerah,
usulan RKA-KL dari setiap satker dapat
diakses secara online.

7. Peningkatan kemampuan penyusunan
usulan rencana dan anggaran
berdasarkan teknis penyusunan RKA-KL
menurut aplikasi RKA-KL

Bentuk Sarana dan Prasarana

Rincian Pengadaan

Gedung Kantor

pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor seluas
83792 m2 untuk pembangunan 40 kantor

Perumahan Dinas

a.pembangunan rumah baru sebanyak 61 unit
b.untuk 53 pengadilan
c.Rehabilitasi/renovasi sebanyak 136 unit

Pengadaan Kendaraan Operasional

a.kendaraan roda empat sebanyak 90 unit
b.kendaraan roda dua sebanyak 28 unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Perlengkapan mebel kantor pada sejumlah 53 kantor

Pengadaan Fungsional Peradilan

Pengadaan toga, palu, laken hijau, kalung jabatan hakim, jas
panitera, lencana jabatan, lambang negara, gambar Presiden dan
Wakil Presiden, Bendera, dan sebagainya untuk 53 kantor.

D. Rekomendasi

Beberapa hal yang yang menjadi
rekomendasi dalam penyusunan angggaran,
realisasi anggaran dan pertanggungjawaban
keuangan antara lain adalah:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi

D. Perencanaan Program 2007

Rencana Program berdasarkan Anggaran
Belanja Mahkamah Agung Rl Tahun Anggaran
2007 menurut jenis belanja dapat dilihat
lebih rinci pada Lampiran 7
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Transparansi dan Akuntabilitas merupakan
salah satu prinsip-prinsip untuk mendukung
Kepemerintahan yang Baik (Good
Governance). Untuk itu Mahkamah Agung
telah memulai tradisi penyusunan Buku
Laporan Tahunan yang dapat diperoleh
publik sejak tahun 2005. Harapannya adalah
institusi lain dan masyarakat pada umumnya
dapat lebih mengetahui kinerja dan kendala
yang dihadapi oleh Mahkamah Agung
beserta seluruh tingkatan Pengadilan di
bawahnya.

Sistematika Laporan Tahunan selalu
diperbaiki setiap tahun untuk lebih
menyesuaikan dengan harapan masyarakat.
Pada edisi ini, Perkembangan Hukum
menjadi annex tersendiri, dan adanya

Bab khusus yang membahas mengenai
Pengembangan Sistem Informasi di
Mahkamah Agung serta seluruh tingkatan
Pengadilan di bawahnya.

Sebagai tindak lanjut Cetak Biru Pembaruan
Peradilan, maka Mahkamah Agung

sejak Tahun 2004 telah membentuk Tim
Pembaruan Peradilan.Tim Pembaruan
Peradilan kemudian menyusun program
prioritas pembaruan peradilan. Untuk

lebih mengoptimalkan program-program
prioritas, maka dibentuklah kelompok

kerja yang berasal dari anggota Tim
Pembaruan Peradilan dan pejabat struktural
di Mahkamah Agung RI.Kelompok Kerja
kemudian menyusun program masing-
mesing dengan mengembangkan program
prioritas sesuai dengan kebutuhan saat

ini. Kelompok Kerja bertugas untuk
mengembangkan strategi, mengkoordinir
berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta
mengevaluasi program-program terkait.
Sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan
Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung
menetapkan 6 kelompok kerja, yaitu (1)
Kelompok Kerja Manajemen Perkara, (2)
Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi, (3)
Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan
(4) Kelompok Kerja sumber Daya Manusia (5)
Kelompok Kerja Perencanaan dan Anggaran
serta (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Kebijakan reformasi peradilan lainnya
adalah dengan mendukung Program
Reformasi Birokrasi yang dicanangkan
pemerintah pada akhir tahun 2005.

Khusus untuk pengadilan, maka Program
Reformasi Birokrasi berkenaan dengan
upaya perbaikan dukungan bagi personil
pengadilan dalam meningkatkan
kinerjanya. Program Reformasi Birokrasi
pada pokoknya terdiri dari Reformasi
Manajemen SDM, Reformasi Manajemen
Keuangan, Penelusuran Aset, dan Reformasi
Manajemen Dukungan Teknologi Informasi.
Diawali dengan kunjungan Presiden Rl ke
Mahkamah Agung RI dalam menghadiri
Acara Tatap Muka dengan Ketua Mahkamah
Agung Rl serta Empat Lingkungan Peradilan
pada 20 Desember 2005 yang lalu dalam hal
Program Reformasi Birokrasi, maka dilakukan
pertemuan-pertemuan Tim Kerja yang
terdiri perwakilan dari MA, Departemen
PAN, Departemen Keuangan, BPK, KPK, dan
Bappenas yang diadakan secara intensif
untuk mengidentifikasi kendala-kendala,
serta mempersiapkan kebijakan ataupun
aturan-aturan yang harus direvisi ataupun
disusun dalam mendukung Program
Reformasi Birokrasi tersebut.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian
masyarakat adalah upaya pengikisan
tumpukan perkara yang ada di Mahkamah
Agung. Sejak Tahun 2005, Mahkamah Agung
telah berusaha untuk dapat mengikis
tunggakan perkara. Terdapat dua tahap
yang menjadi titik perhatian dalam mengikis
tumpukan perkara di Mahkamah Agung.
Pertama adalah proses memutus perkara
dan proses minutasi. Pada kurun waktu
hingga bulan Maret 2007 Mahkamah Agung
telah memutus perkara sebanyak 10.460
perkara dan menyisakan 9.681 perkara.
Dengan Hakim Agung yang berjumlah 46
orang kecepatan memutus perkara rata-rata
perbulan adalah 2069 perkara per bulan.
Kecepatan memutus perkara ini tentunya
harus juga diimbangi dengan kecepatan
minutasi. Untuk menunjang percepatan
minutasi Mahkamah Agung mengadakan
program pelatihan-pelatihan bagi operator
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minutasi dalam mendorong peningkatan
kinerja.

Adapun pada pengadilan tingkat pertama,
dalam periode 2006 ini jumlah perkara
terbesar adalah perkara yang ada di
peradilan umum yaitu sebesar 92,54 %

dari total perkara pada tingkat pertama di
empat lingkungan peradilan. Jumlah ini
disusul oleh perkara yang ada di Peradilan
agama yaitu sebesar 7,20%, perkara pada
peradilan militer sebesar 0,16% peradilan
dan jumlah perkara pada peradilan tata
usaha negara sebanyak sebesar 0,10 % dari
total perkara yang ada pada pengadilan
tingkat pertama. Dari jumlah perkara di atas
ternyata tingkat penyelesaian perkara yang
dicapai oleh pengadilan tingkat pertama
pada empat lingkungan peradilan sangat
membanggakan. Hal ini mengingat rata-rata
tingkat penyelesaian keseluruhan perkara
pada tingkat pertama kurang lebih 75% dari
total perkara yang ada.

Serupa dengan pengadilan tingkat pertama,
dalam periode 2006 ini sebagian besar
perkara yang banding adalah perkara yang
berasal dari peradilan umum yaitu sebesar
73,23% disusul Peradilan agama sebesar
17,43%, perkara pada peradilan tata usaha
negara sebesar 5,54%. Sedangkan perkara
pada peradilan militer di tahun 2006 adalah
sebesar 3,81% dari keseluruhan perkara
pada tingkat banding.Tingkat penyelesaian
perkara yang dicapai oleh pengadilan di
tingkat banding rata-rata mencapai 70% dari
total perkara yang ada (baik perkara masuk
maupun sisa perkara dari tahun 2005.

Tahun 2006 merupakan tahun yang
dicanangkan sebagai Tahun Pengawasan
dan Pembinaan. Badan Pengawasan

yang berada pada level Eselon Satu,
mulai aktif bekerja setelah disahkannya
Struktur Organisasi MA yang baru. Untuk
itu peletakan sistem serta pembenahan
terus dilakukan Badan Pengawasan
untuk menyempurnakan serta lebih
mengefektifkan mekanisme pengawasan
internal institusi. Sesuai dengan ketentuan
yang berlaku Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga harus
di-review oleh Satuan Kerja Pengawasan
Internal Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan sebelum disampaikan
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kepada Menteri Keuangan. Pada triwulan
pertama Tahun Anggaran 2006, Badan
Pengawasan telah melakukan review atas
Laporan Keuangan dan Neraca Mahkamah
Agung Rl Tahun Anggaran 2005.Laporan
Keuangan Mahkamah Agung meliputi
realisasi anggaran dari seluruh satuan kerja
pengadilan se-Indonesia sebanyak 724 (
tujuh ratus dua puluh empat ) satuan kerja
yang meliputi Pengadilan Tingkat Pertama
dan Pengadilan Tingkat Banding dari
keempat lingkungan peradilan yaitu Umum,
Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan
Pengawasan telah melakukan pula review
di daerah dengan mengambil sample di
tiga Propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Banten sebanyak 71 ( tujuh puluh satu
) satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama
dan Pengadilan Tingkat Banding. Selama
Tahun Anggaran 2006 Badan Pengawasan
telah melaksanakan pengawasan reguler
terhadap 113 ( seratus tiga belas ) Pengadilan
Tingkat Pertama pada 17 ( tujuh belas )
daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding
Peradilan Umum, Agama, dan Militer. Dengan
dapat dilaksanakannya pengawasan
reguler terhadap 113 ( seratus tiga belas)
satuan kerja pengadilan di daerah, hal ini
merupakan kenaikan yang luar biasa apabila
dibandingkan dengan pencapaian pada
tahun 2005 yang hanya dapat dilaksanakan
pada 42 (empat puluh dua ) satuan kerja,
sehingga terjadi kenaikan sebesar 269,04%
( dua ratus enam puluh sembilan koma nol
empat persen ).

Sumber daya manusia yang dapat bekerja
secara efektif dan efisien merupakan

aset berharga bagi institusi. Untuk itu
mekanisme pendidikan dan pelatihan
pada personil pengadilan tentunya harus
terus ditingkatkan dalam mendorong
perbaikan kinerja. Sepanjang Tahun 2006
Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan telah menyelenggarakan
pelatihan bukan hanya bagi hakim, namun
juga bagi panitera, juru sita, pegawai
administrasi, operator, dan personil
pengadilan lainnya.

Pembinaan Karir bagi personil pengadilan
dilakukan oleh masing-masing Direktorat
Jenderal. Sebagai salah satu pendukung
manajemen SDM yang lebih baik,



mekanisme pembinaan karir disempurnakan
dengan menjadikan penilaian berbasis
kinerja sebagai komponen utama
dibandingkan dengan masa kerja. Hal

ini untuk memacu setiap SDM dalam

menunjukan kinerja terbaiknya bagi institusi.

Dukungan Teknologi Informasi di
lingkungan peradilan saat ini juga telah
menjadi kebutuhan yang bersifat strategis
dan berpengaruh terhadap kinerja
organisasi. Sudah sepatutnya manajemen
organisasi peradilan termasuk Manajemen
sumber daya Manusia, Manajemen Logistik,
Manajemen Keuangan serta Manajemen
Perencanaan memanfaatkan teknologi
informasi yang ada. Pelaksanaan berbagai
fungsi manajemen tersebut yang dahulu
bersifat manual perlu dikembangkan
dengan berbasis pada teknologi informasi.
Selain bertujuan meningkatkan kualitas
kinerja peradilan, teknologi informasi

juga digunakan untuk meningkatkan
transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Pengembangan teknologi informasi di
pengadilan merupakan salah satu program
prioritas dalam upaya pembaruan peradilan.
Sejak tahun 1998 Mahkamah Agung telah
berusaha mengembangkan sistem informasi
bagi publik yang dinamakan Akses 121
untuk pelayanan publik via telepon dan
pada tahun 2003 telah dikembangkan
sistem informasi Mahkamah Agung

RI disingkat Simari.Tahun demi tahun
dikembangkan terus akhirnya sampai

tahun 2006 ini Simari telah dapat berjalan
dengan memiliki 8 sistem aplikasi untuk
Mahkamah Agung Pusat yakni Sistem
Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Sistem
Informasi Administrasi Hukum (SIAH), Sistem
Informasi Kepegawaian MA (SIKMA), Sistem
Informasi Logistik (SILog), Sistem Informasi
Perencanaan (SIRen), Sistem Informasi
Keuangan (SIKeu), Sistem Informasi
Pengawasan dan Pembinaan (SIWasbin), dan
Portal Internet Mahkamah Agung dengan
nama domain www.mahkamahagung.go.id.

Tanggung jawab Mahkamah Agung tidak
lagi terbatas pada pengelolaan anggaran di
lingkup Mahkamah Agung sendiri namun
juga atas seluruh pengadilan di semua
tingkatan pada empat lingkungan peradilan
di Indonesia. Dua struktur pada organisasi

Mahkamah Agung yang memegang
peranan penting dalam pengelolaan
keuangan pengadilan di tingkat pusat
adalah Biro Perencanaan dan Organisasi
serta Biro Keuangan pada Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung. Biro
Perencanaan dan Organisasi mengambil
peranan dalam proses penganggaran dan
alokasi anggaran organisasi, sedangkan

Biro Keuangan bertanggung jawab dalam
realisasi anggaran dan pertanggungjawaban
keuangan organisasi. Dengan ditunjuknya
satuan kerja unit pelaksana teknis sebagai
Koordinator Wilayah yang bertindak
sebagai Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-

W) melalui SK Sekretaris MA Rl No.
MA/SEK/210A/SK/V1/2006, penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
tahun ke depannya diharapkan dapat
berjalan secara desentralisasi. Kendala yang
dihadapi tahun-tahun sebelumnya dengan
tersentralisirnya penyusunan laporan
keuangan di Mahkamah Agung sedikit
banyak dapat teratasi. Namun pelaksanaan
sistem yang baru ini belum berjalan dengam
maksimal karena tentunya memerlukan
waktu. Berdasarkan sistem yang baru, proses
pelaporan realisasi anggaran dan neraca
dikoordinasikan oleh Koordinator Wilayah
yang berperan dalam melakukan rekonsiliasi
data akuntansi yang diterima dari satuan
kerja di wilayah/propinsi yang bersangkutan
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) setempat. Selain itu dengan
adanya Koordinator Wilayah ini maka tindak
lanjut dan proses penyempurnaan data
akuntansi dapat dilakukan di tingkat daerah
sebelum dikirim ke Mahkamah Agung dan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Departemen
Keuangan RI.

Pepatah lama mengatakan bahwa sesuatu
tidak ada yang sempurna.Saran dan

kritik atas Laporan Tahunan ini tentunya
akan diterima, karena dengan demikian
mekanisme akuntabilitas telah bekerja.
Namun kerja belum usai, untuk itu
penyempurnaan-penyempuraan harus terus
dilakukan. Semoga informasi-informasi
yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini
dapat dijadikan sebagai media informasi
sebagai jembatan antara institusi dengan
masyarakat pada umumnya.
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PENGEMBANGAN HUKUM

"Kewenangan baru Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006”

Naskah ini disiapkan oleh Drs.H. Andi
Syamsu Alam, SH.,MH., (Ketua Muda Urusan
Lingkungan Peradilan Agama).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
telah mencantumkan nama Peradilan
Agama pada pasal 24, bahkan setelah
diundangkannya Undang-Undang No.
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama pada tanggal
20 Maret 2006, Undang-Undang ini telah
memberikan kewenangan baru yaitu :

- Mengadili sengketa tentang zakat.

- Mengadili sengketa tentang infaq.

- Mengadili sengketa dibidang ekonomi
syariah.

Adapun yang dimaksud dengan “ekonomi
syariah” menurut penjelasan pasal 49
Undang-Undang No. 3 tahun 2006, adalah
perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syariah,
antara lain meliputi :

. bank syariah;

. lembaga keuangan mikro syariah;
asuransi syariah;

. reasuransi syariah;

. reksa dana syariah;

obligasi syariah dan surat berharga
berjangka menengah syariah;

g. sekuritas syariah;

h. pembiayaan syariah;

i.

J

o an oo

pegadaian syariah;

. dana pensiun lembaga keuangan syariah;
dan

k. bisnis syariah;

Selain itu Peradilan Agama diberi
wewenang Pengangkatan anak berdasarkan
hukum Islam melalui penetapan (Penjelasan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49
huruf a no. 20).

Soal pengangkatan anak berdasarkan
hukum Islam adalah persoalan baru
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di Indonesia yang selama ini tidak ada
dilingkungan Peradilan Umum, sedangkan
hal itu merupakan tuntutan umat Islam
akibat lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang
melembagakan pengangkatan anak atau
anak angkat.

Masalah anak angkat kriterianya sangat
spesifik menurut ketentuan Hukum Islam,
misalnya saja :

- anak angkat bukan ahli waris dari
bapak angkatnya, ia hanya berhak
memperoleh bahagian wasiat wajibah
dan tidak boleh melebihi sepertiga dari
harta warisan.

- anak angkat perempuan boleh dinikahi
oleh ayah angkatnya.

- ayah angkat tidak boleh menjadi wali
nikah dari anak angkat perempuan.

- anak angkat tidak boleh dinasabkan
kepada ayah angkatnya.

- anak angkat tidak boleh diputuskan
nasabnya dengan orang tua aslinya.

- panggilan (bin/binti) harus kepada ayah
kandungnya.

Demikian pula persoalan ekonomi syariah,
adalah merupakan masalah baru di
Indonesia, yang penyelesaian sengketanya
diserahkan oleh Undang-Undang No.3
Tahun 2006 kepada Peradilan Agama (pasal
49).

Pilihan hukum (opsi) pada sengketa
ekonomi syariah tidak dikenal, termasuk
pada sengketa kewarisan. Pilihan hukum
yang dikenal pada Undang-Undang No.7
tahun 1989 telah dihapus oleh Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006.

Adapun sengketa hak milik atau
keperdataan lain pada perkara-perkara yang
menjadi kewenangan Peradilan Agama,
seperti waris, harta bersama, wakaf dan
lain-lain pada Undang-Undang No.7 Tahun
1989 pasal 50 harus menunggu putusan



Peradilan Umum. Akan tetapi setelah
lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
harus diselesaikan oleh Peradilan Agama
sendiri, sepanjang yang berperkara itu
adalah orang Islam.

Pasal 52 A Undang-Undang No.3 Tahun
2006 juga memberi kewenangan baru
berupa itsbat kesaksian rukyat hilal
pemantauan awal bulan pada tahun
Hijriyah untuk membantu umat Islam
menetapkan hari raya.

Pasal 2 juga mengalami perubahan, yakni
pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989
bunyinya adalah sebagai berikut :

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam
Undang-Undang ini. Sedangkan pada
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bunyinya
menjadi:

"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.”

Dengan demikian kewenangan tidak lagi
dibatasi pada perkara perdata tertentu,
akan tetapi sudah diperluas dan apa yang
mendasarinya dijelaskan pada Penjelasan
Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
sebagai berikut :

"Dengan penegasan kewenangan
Peradilan Agama tersebut dimaksudkan
untuk memberikan dasar hukum kepada
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
perkara tertentu tersebut, termasuk
pelanggaran atas Undang-Undang tentang
Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya
serta memperkuat landasan hukum
Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan
kewenangannya dibidang jinayah
berdasarkan ganun.”

Dalam Undang-Undang ini kewenangan
pengadilan dilingkungan Peradilan

Agama diperluas, hal ini sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan
hukum masyarakat, khususnya masyarakat
muslim.

Demikian pula mengenai produk penetapan
ahli waris yang bersifat voluntair yang
selama ini dilarang oleh Mahkamah Agung
melalui SURAT EDARAN, setelah lahirnya
Undang-Undang No.3 Tahun 2006 hal itu
sudah dibolehkan berdasarkan penjelasan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49
huruf b.

Adapun diwilayah hukum Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, tidak dipakai
nama Pengadilan Agama, akan tetapi
Mahkamah Syar’iyah untuk pengadilan
tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat
banding dipakai nama Mahkamah Syar’iyah
Provinsi (pasal 130 Undang-Undang No. 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Sedangkan kewenangannya, meliputi

bidang-bidang :

- ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga);

- muamalah (hukum perdata);

- jinayah (hukum pidana) yang didasarkan
atas syariat Islam. (Pasal 128 ayat 4
Undang-Undang No. 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Mengenai hukum acara Mahkamah
Syar’iyah, adalah hukum acara yang diatur
dalam Qanun Aceh.

Sebelum Qanun Aceh terbentuk, maka yang

berlaku adalah :

- Sepanjang mengenai ahwal al syakhsiyah
dan muamalah (hukum keluarga dan
hukum perdata) berlaku Hukum Acara
yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan peradilan agama, kecuali
yang sudah diatur khusus oleh Undang-
Undang Pemerintahan Aceh.

- sepanjang mengenai jinayah (hukum
pidana) berlaku Hukum Acara
sebagaimana yang berlaku pada
pengadilan dalam lingkupnya peradilan
umum, kecuali yang diatur secara
khusus dalam Undang-Undang
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Pemerintahan Aceh.
(Pasal 132 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Tentang tugas penyelidikan dan penyidikan sepanjang mengenai jinayah (hukum pidana)
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Pasal 133 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Adapun mengenai pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial
Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 136 Undang-Undang No. 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa kewenangan antara Mahkamah Syar’iyah
dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain?

Jika hal seperti itu terjadi, maka sengketa itu menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk
tingkat pertama dan tingkat terakhir (Pasal 137 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh).
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LAMPIRAN 4
STATISTIKA KEADAAN PERKARA

Lampiran 4. a. Rekapitulasi Perkara Kasasi Tindak Pidana Korupsi
Bulan Januari 2006 sampai dengan Bulan Desember 2006

PERKARA BELUM YANG
BULAN MASUK PUTUS PUTUS DIHUKUM BEBAS

JANUARI 40 25 15 16 9
FEBRUARI 33 18 15 14 4
MARET 42 29 13 23 5
APRIL 52 40 12 31 9
MEI 54 45 9 31 14
JUNI 40 32 8 22 10
JULI 38 30 8 23 7
AGUSTUS 44 35 9 33 2
SEPTEMBER 42 19 23 15 4
OKTOBER 25 7 18 6 1
NOVEMBER 43 13 30 13

DESEMBER 46 14 32 12 2
TOTAL 499 307 192 239 68

Lampiran 4.b Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus pada
Pengadilan Tingkat Pertama

TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA =9.681 KEHUTANAN = 2.977
PERKARA (58,76%) PERKARA (18,07%)

TINDAK PIDANA TERORIS = 48

TINDAK PIDANA KORUPSI = PERKARA (0,29%)

940 PERKARA (5,71%)

T TINDAK PIDANA KORUPS| = 940 PERKARA (5,71%)

[ TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA = 9.681 PERKARA (58,76%)
I TINDAK PIDANA KEHUTANAN = 2.977 PERKARA (18,07%)

X TINDAK PIDANA ANAK = 2.829 PERKARA (17,17%)

[E TINDAK PIDANA TERORIS = 48 PERKARA (0,29%)
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Lampiran 4.c. Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tingkat Banding

TINDAK PIDANA KEHUTANAN
= 147 PERKARA (25,65%)

—

TINDAK PIDANA TERORIS =0

PERKARA (0%)

TINDAK PIDANA KORUPSI = 132
PERKARA (23,04%)

TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA =
225 PERKARA (39,27%)

TINDAK PIDANA KORUPSI = 132 PERKARA (23,04%)
Il TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA = 225 PERKARA (39,27%)
Il TINDAK PIDANA KEHUTANAN = 147 PERKARA (25,65%)

[ TINDAK PIDANA ANAK = 69 PERKARA (12,04%)
I TINDAK PIDANA TERORIS = 0 PERKARA (0%)

Lampiran 4.d.
Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diterima Pengadilan Pajak dan
Diteruskan kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002

selama Tahun 2006
) Permohonan PK c!arl Pemohon PK dari
No Uraian Pemohon Banding Terbanding *)
AC AB Jml 9 Jumlah
1. Permohonan yang diterima | 54 115 169 36 205
2 Dikirim ke Mahkamah 37 101 138 28 166
Agung
3 Belum dikirim ke MA 17 14 31 3 39
(menungqu kelengkapan)
4 Putusan yang diterima dari | ) ) ) )
) MA
Belum diterima
5. putusannya dari MA 37 101 138 28 166

*) semua Acara Biasa tidak ada Acara Cepat

105




9007 |udy

ue[ipebuad Iseisiulwpy uep sebn] ueeuesye|ad uewopad buejual ||| uep ||‘| NyNg uensjeagquad 900Z/AUNS/ZE0/ YN 4!
900C 121e|\ 71 .
14 BunBy yewesyey ueessyuedsy efisy eje] uep isesiuebiQ 9002/11I/MS/8L0/YW t
SN WNY W H's/q: IGERES -
HS “T'3 snined 1 Joid: en}ay - 900C Meniqga4 /| ‘ol
9002/500Z unye] ueunye| uesode uejedweluad uedelsiad wi] ueyniuaquiad 9002/11/9S/S LO/YW
‘uenpjede] abaN uejipebusd bunpab o3 yoqge|oa uejipebusd ‘buee) 11abaN uejipebusd 900z Menuqed /T .
Buepis 1edwa] ueyepuiwad Bueiusy S00Z/AI/MNS/FE0/YINY ‘ON 14 Bunby yewesyey uesnindayl 1eing ueingeduad 900Z/11/MS/¥L0/Y WM 6
HWW'HS ‘ouoweid App3 SIEEINENS -
HS ‘efefpuos efiy *H eniay - 900¢ Menigasd gL .
(YrYOd) [erasnpuj 900T/II/MS/TLO/Y WM 8
uebungnH uejipebuad Buelusl 00z unyel g 'oN Buepun-Buepun ueeesye|dd ynfuniad ueunsnAuad siuxadl wij
Jeqels UabaN uejipebuad eped yeuy wpjeH uedelauadd 900 Heniqa4 0l i
900¢/11/4S/600/Y W
900¢ enigs4 9 .
‘| uebuenay ueesyLIBW uepeg uep |y bunby yeweyyey eieiue 1se[siba ISBSIUODIS W] UBYNIUSQWDY 9002/11/55/800/Y W 2
. . 900¢ eniqs4 9 .
HS ‘ONOMYYS OMOra ps 14 bunby yeweyyep etedsig ninf ueynfunusd 900Z/11/5S/£00/Y W S
. 900¢ lenuer gl .
Jetasnpu| uebungny uejipebuad wijeH ueleybuebuay 900Z/>IS/900/ YW %
900¢ Menuer g .
‘I Bunby yeweyyepy eueq qemer bunbbue] erias ueeunbbusd uep ueejojabusd uewopad 900T/I/MS/VYT00/YWH €
900¢ Jenuer g .
‘I Bunby yewexyey uebunybui ip bueseg eunbbuay /ueiebbuy eunbbusd eseny 1eqefad ueynfunuag 9002/1/S/200/YWH 4
900¢ Menuerg .
Iy Bunby yeweyyepy eueq qemer bunbbue| erias ueeunbbusd uep ueejojabusd uewopad 9002/1/XS/100/Y M l

(VN e )S) bunby yeweyyepy en)ay uesninday| Jeins g

UsWINSUOY L1 BUSS Uelesa|aAuad uepeg uesning depeysal ueieiaqay uenfebuad eied exe|

900¢C unye] L0 ON ewsd

(YWY3d) bunby yeweyyey ueinjesdd 'y

buejua)

ueinjeiad 1oWOoN

ON

‘HYvAV NIV1 VHVYLINY YIN NYHVA3 LVHYNS NVA YN YNLIN NYSNLNdIN ‘YW NVENLvY3d

S NVdIdNVY1

106



"900T 42qwia1das 1 "p's 900T Joqwia1das oL [ebbue] ‘wieleq Ip 9007 unye] eisauopuj 900z lunf ¢ ]
ynun|as uejipelad uebunybur] yedwy Lep uejipebusd ueiefer uebuap [YyA |euoiseN ef1ay 1edey ueesebbusjAuay 900Z/INMS/ES0/YINN 8z
900C IS 6¢C .
“ISUSPNIASLINA IN|E[SW WNYNH UBYNIUSCWS 111dUdd Wi | uesnfunuag 900T/AMS/VTSO/YNM e
HS ‘ouledns: suelauas -
‘o)omies oyolQg: enya -
‘ueue)|LIdd uejipebuad J0H py WiyeH co_MUm _mvv__w_wm mm_:h_mnrn_._av_:wcv_wn&wn_ 900C W 61 .
900T/N/)S/1LS0/VWA 9¢C
‘uojogqnduwe] 4 [9NWO, - 900Z 1SN 8
‘sijexybuag cm___ommc_.w_w m_u“dgv_m:,q r.p_h._w__h_._ cmawuwcwn_ 900Z/NAS/0S0/Y WA
900¢ |Udy 87 .
nuebbuay eisnued 1ebeqgas wij sij@lepy 1p sebniyniun jeisisnA wiyeH ueynfunuag 000Z/AI/IS/EHO/T (14
9002 |4dy 0T .
|4 Bunby yewesjyeyy eniay uoje) ueyijiwad gi1ia] e1R| URINIRID] 000Z/ANS/Z60/ Y T
‘lelasnpu) uebungny ueyisijasiad elexlad Hd Uep Isesey UrUOYOWID esylawaw buek bunby wiseH ueynfunuad 9007 |1dy 0 €T
900C/AI/MS/9%0/V N
"NNLbuepig 9002 |1dY 0T 2z
VMO 14 Bunby yewesyey eiebaN eyesn eie] buepig ef1sy yodwoey ueejobbuesy uep ueunsns ueyeqniad 9002/A\I/NMS/SY0/Y W
‘eae4ad sexlaq Iseanuiw Yniun Y d uep Isesey wnyny esestad uejesajaAuad wejep ueey 900z [Mdy 0T .
-epJaday Buepig wnyny ueeuesye|ad wejep \NYH uep ueiebaudd uebuensy Isesisiulwpy ueeuesyedd ynfuniad 900Z/AI/MS/¥70/Y NN L
eleyJad seylaq ISeanuiw Nun Hd uep isesey wnyny esexsad 900¢ [Mdy 0T .
uejesajaAuad wejep ueejepladay Huepig wnynH ueeuesyeldd wejep WYH uep ueyebauad uebuenay ISeSIUIWPY 900Z/AI/MS/E70/YIN 0z
'G00Z Unye] Hd uep Isesey wnynH eexiad ueless|ahuad wejep 900¢ [Mdy 0T .
ueejepiaday buepig wnyny ueeuesye|ad wejep WYH uep uexebausd uebuenay IsesisiulWPY Ueeuesye|dd ynfuniad 900Z/AI/MS/TH0/Y W 6l
‘eie4ad sexdaq IseInuly yNun Yd uep Isesey wnyny 900¢ [Mdy 0T .
eleyad uelesajaAuad wejep ueelepiaday buepig wnynH ueeuesye|ad WYH uep uesebauadd uebuenay) Isensiuiwpy 900Z/AI/MS/LY0/Y W 8l
HS ‘Pooseg -
HS 'ys|es pewweyniy - 900¢ |Mdv 61 Ll
"epiexer Y@ 166ul] uejipebuad eped 1sdnioy euepid Yepul| wiyeH ueleybuebuad 900Z/AI/MS/8E0/YNM
‘eweby efyjod bunby yewedyey eweby ejepiad buepig eped ef1ay) yodwo|ay ueyniuaquiad 900z |1dy 61 ‘91
900T/AI/MS/LEO/NY NN
. 9007 |MdV 61 .
Jetasnpu| uebungni uejipebuad eped eiexlad ISeJISIUILPY UBRURS)E|Dd UBWOPdd 000Z/ANS/SEO0/NN Sl
‘leLiasnpu) uebungnH uelesa|asIad uelesajaAuad Bueiusl 00z Unyel Z 'ON NN Ueeuesyedd Jnfuniad 900C |1dy 61 b
900C/NI/MS/¥E0/Y NN
‘Bunby yewesyely eped nieg 9007 |4dv L1 .
IsesiuebiO wejep [euoisbun4 uep jeinpjnils ueleqer ueisibuad ueydelsusw 1SS Uelesa|AUDd Uep uebulieAusad wi| 900Z/AI/MS/EE0/YINN el

buejua)

ueinjeiad 19WoN

ON

107



‘|4 bunby yeweyyepy

yemeq Ip deje nies uejipeiad exbuey wejep JaM|IN uejipesdad uebunybuiy ip uejipebusd buepis qinis) eie| eyss 9007 Jaqwadas 50 ‘I
bueny eje] ‘uejipebuad elspuag uep ‘seuiq uelesed ‘eweN ueded ‘0607 [adwals ueeunbbusd ueeuesye|ad uewopad 9002/XI/MS/280/YWM
900C snisnby Lg )
‘bunby yewesjye eped uejipelad ueniequidd Wij uex)niuaquiad 900Z/IIIA/)S/L80/Y NN or
900¢ snisnby 7 .
‘ue|ipeldd ebequia uebunybulq Ip uesemebuad ueeuesyR|9d URWOPIY 900Z/11IA/1S/080/Y N 6¢
"HW'HS ‘ouoweid Ap3 £
Slles ulppnwiey'Hugjoid 9
WNHN ‘uewyeingigeg H'sid 'S
HS ‘Buninuel 4 Jowi | % 900c !Inf s¢ ‘g€
HS ‘elpiexns pewyy "WH d Joid € 900T/IIN/)S/6L0/V WA
ejo66uy HS ‘Aipnep uipneyeg' W °C
eniay| Hs‘efefpuoseiy'H 'L
(WDIVD) WijeH uoje) ueeulqwdd uep sebnl-sebn| SNWNJIdd W] ueynuaquiad
HS ‘ewnseuewund uewliy — °/
HS ly29g90s wew|'H "9
HS ‘eueAupy yeinbn snbegep| ‘g
HS ‘ueuely |Npqy ‘H'sid v 900¢ !Inf s¢ /€
HS‘oxomies oyolg '€ 900T/IINMS/8LO/Y W
elobbuy HS ‘edwin] "y uyueH T
eniay| HS ‘vewyennpgy'HAa ‘L
%00z unye] G ‘oN buepun-Huepun isenjeag wi] ueyniuaquiad
] 900 Iunf 67 ]
|| uep | uojas3 1eqefad esed uep wpjeH ueuidwid 16eq uelRYSSDY ISURINSY UelRIBIY UBRUESYR[9d UBWOPS 900Z/IN/5S/Y090/YINN 9€
‘yemeq 93 £00Z unye] ljequiay| 900¢ lunf 6C ‘c¢
uenefulusd uep Isesey e1epidd eiexiad uelesajakuad eie) ele] uep esyusawad bunby wnjeH sialepy ueynfunuag 900Z/IN/)S/090/Y NN
HS ‘uIsyony "HQ Joid HISAM -
HsS ‘edwin] "y uyley en1ay - 900z tunr gl e
‘IHd YNIOd [eisnpuj uebungnH uejipebuad ef1ay yodwolay uexniusquiad 900Z/INNS/6S0/Y WM
. 900¢ tunr 9 .
wnjeH Kip ueejaqwiad eie) ele] LSS WIXeH uelewloyay sijafely ef1ay] ele] uep UBUNSNS UBYNIUSGWDY 000Z/INIS/ZS0/Y €€
‘Bunby yeweyey uelewloysy sijafe| ey e1e] UBp UBUNSNS URYNIUSWY 9002 1unf 9 e
o : 900C/INNS/LSO/NY WA
‘eISNUB|A ISBSY YeH ue|ipebudd JUsWISSasSy paaN 1S wiyeH 900z IUNf 9 ]
ISeIN|A| UBp ISOWOId ‘USWiInIydy leudbusw Bunby yeweyyepy ueinieidd uebueduey unsnAudd Wil ueyniusagquiad 900¢/INMS/9S0/Y WM L
"Bunby yewesye |euoiseN efiay| 900z lunf g .
1edey (1wWwo)) buiziuebiQ) esebbuUs|aAUSd BNISY URP (921HWWOD) HULIBRIS) Yeiebuad erued enidy ueynfunuadd 9002/INXMS/SSO/Y WM o€
‘WNH'AHS ‘lwey] pewyy "H 'siq: eweu sely
‘000 unye] eIssauopu| ynines uejipesad 900c lunf ¢ '6C
uebunybui] 1edw3 Lep uejipebusd uelefer uebusp yW [euoiseN el1ay ledey qeme[ Bunbbueuad uesnfunuag 900Z/INMS/¥S0/YW

buejua)

ueinjeiad 19WOoN

ON

108



aydq@ uebuenay uexnpnpay bueiusl 000z UNYel 0L L'ON Yeiulawadd ueinielad eAunyepag epl] uesebauad 900Z Unye] L0 ON YINIS €S
(YW3s) bunby yeweyyeyy uesep3 jeins o)
900¢ J9quissaq ¢¢ .
wipjeH nye|liad uewopa
PIEH MIEISd Pod 900Z/1IX/MNS/V0 L/ WA =
900¢ 1oqussaq L L .
elIsnpu| uebungny uejipebuad eniay ueieybuebus,
ersnpdl ANH dep d A ! d 900C/IIX/MS/20L/YWI ks
‘I Bunby yeweyyeyy 1seynsuoy| 900 19qWIdAON 0T .
uep ueeulquidd uejeibay exbuey wejeq efiay 1edey eped Huidwepuad 1eqelad esed uep Hunby wiyeH uesebnuay 9002/IX/MS/LOL/YIAM 05
900T 4390PI0 L1 .
eleAS jwouoy3 wnynH Isejidwoy unsnAuad wij ueynfunus,
yeueAs | M3 WNXNH Isey! M d Wil uen| d 9002/X/MS/L60/Y W 6%
‘uesemebuad sebn| .
uedeUESYR|R|A WERlep Bweldd 1e)bul] uejipebuad en1ay uep buipueg 1exbul) uejipebusd eniay qemer bunbbue) 9002/X/MS/960/Y W 8y
900C 41290M0 £LL
elieAS yeweyye|y epeday [ebbun] wiyeH uebuap |ejiH 1eAiysny seisyesay 1eqsl| buepls uiz) uedeaus, :
yeleAs y MYe epedsy | ] wibeH P [e|IH 1eAlyMnYy Melsyesay 1eqsy| piS uiz| d 9002/X/S/S60/ YN Ly
HS ‘Aiemeusi] Uiy IGERES -
HS Yeisoy|y olpiuy
TDW'HS 4ewoy 931N "HQ Joid
"HIN'HS ‘edwin] "y uyue
HIN'HS LV ULHEH 900C 12900 9L o
1S ‘OUoAINg o1ueUns) e1066UY _ 900T/X/MS/¥60/Y WX
WNH'A'HS ‘|iwey pewyy *H'sid ensy "PIM -
HS ‘llwey| Jepueys| eniay -
|1em esed JaguinseleN -
‘wiBjeH nye[1idd uewopad ueeuindwaluad ef1ay yodwo|ay uesniusagquiad
“UMIHD'HS ‘Punuis gnyex ¢
HS ‘ouemnue(q 1mq@ °L 900¢ 4129010 0 14
"Uab3N uejipebuad eped ebeiN uejipebusd wijeH ueeybuebusd 900Z/X/)S/L60/YIWM
"JOJRIP3IA UBYllR|9d UBP £007 UNye] Z ON |4 Bunby yeweyyepy ueinielad ueyeqniad ey wij uenjuaquiad 9007 12qui23d3s 8 R
’ ’ ’ ’ 900C/XI/MS/060/Y M
IGERES HS ‘ewinseueming uew.iH €
elobbuy HS'edwin] 'y uyueH ' 9002 42qwia1das 80 ‘<
enisy HS‘uewyeunpqy'Hua L 900C/XI/MS/980/V WM
#00Z Unyel 500z unye] G oN buepun-buepun Isenjea3 wij ueyniusquiad
"BISSUOPU| YNnINn|3S ue|ipeidd uebunybui] redw3 eped eweniad 1exbul] 9007 Jaqw=1das /0 -

uejipebuad uep Buipueg 1exbul] uejipebuad epeday |euoisesadQ yniun ljedws epos Seulp ueeiepuay ueibequiad

900Z/IIIA/AS/€80/VINM

buejuaj

ueinjeiad 12oWON

ON

109



‘ISeIpaW Y1uy 2} wejep |NST Ibeq ueynejad uep:(isexo| denasip buelo g Liep L1pial bued wiy |) [euoibai jebajeed Jojusw wiy

snjuaqwiaw uep [euolbas [ebajesed ueynelad Jn1yniIsul 101RUIPOOY URINIYDID 49PUIb 1|ye uep winjnyuNy Ijye ejed ueiniyaiad ‘ueynelad

1691115 UEp 160j0pOIBW 1631R11S URp 1631811 UNSNAUS|A ‘YRWS| /UDySIw 1eseleAsew yodwoay epeday wnyny jeyaseu ueyLagquisw

ynejip WS Lep [eba) ered ueynejad ‘WS /1eseieAsew /Hg erasad uebuap ‘Jessexe|y uep Bueped Ip wnio4 Jijqnd uelelbay eAuelejuelp
ueyesebbualesip el ‘uejipesy eped sasye ueleybuiuad uep uejipesad waisis uese yignd ueweyewsad ueyieybulusw exybues weeq °g

‘Isexag 11abaN uejipebusd uep

eneyef 166ul] uejipebusd Lep lejnwip ye|al seyioud ueq enexer 166ul] uejipebusd uep isexag Luabap uejipebuad Jessexely uep yeuennuod
‘bueped ‘welele Ip 1sexo] uebunfuny ueynye|ip yeal ‘ueyoiuodiad uejipebuad 9 eped eiesiad uswaleuew ueyiequad exbues wejeqg 4
‘bueio ¢| yeAueqgas bueped Ip uep Buelo g| yeAueqas elieser Ip uesnye|ip ye|a1 Jniyniisul esed ueyiiejad uep yiejad uojed ueiniesad
‘ueyne|ad 1esnd 1edwal uojed 1ebeqas Jessexe|y uep bueped /166unIdng oy uebunfuny ueynyejp yedL g

‘wipjey uojed ueyne(ad Isenjeas Liep ueibeq lebegas
esijeuelp ye|al uep elasad eed epeday Joauoisany ueyibeqip ye[al euewip Buejepy Ip wijey uojed ueynead oy uebunfuny uesnyep yepr L
:ule| eielue UBYNYR[IP Ye|a) buek uelelbay ‘900z unye) eped

o)

*8007-900¢ Unyey sinaun buniiyia) (yordni nqu pwiy ynind pwiy

snipJ wpua pinf nips ynind yniny snips updpjap ioAjiw spjaq vbij) -'000°559° L £8°€ L "dYy 1ejiuss buidwepuad euep ueyelipakusw bunby yewesyep
‘Ingas4a1 yakoid Bunynpusw ymun ;Aipipnsay] ul adubUIaA0H poon,, yakoid eweu uebuap (adoing pinfynindas) 000°000°0L !ejuss edosg lun
1Jep yequy uenjueq ueyiedepuaw bunby yeweyyeyy ‘edoi3 1un Isiwoy uebuap eissuopu] yijgnday yeuawad eiejue ewese(1ay ueyieseplag
"lesaie|ig 11963 JenT ueeuBPUIJ UBRUESYER|9d UBP URRURIUDID -

anjesedy
eisnuely efeq 1aquing
ueejojabuad weiboid

‘njed uep epuliewes ‘eAeieybuejed ‘ojeluolon ‘uisewlelueg eueuod ‘weielepy yeAejim: Al buequopn  (p
Jesedua@ uep Lepuay| ‘eieln nynjey ‘opeuey Jessexel ‘buedny ‘eindeler ‘uoquiy yedejim: |l Buequoppn (0
‘bueped uep niequeyad ‘ninybuag ‘iquer ‘Buequis|ed ‘buniijag exbueg ‘uepsiy ‘Ysdy I'g yekejim: || Bueqwopn (g
‘buesey] bunfue] uep uslueg ‘eliexeAboA ‘Hueiewss ‘bunpueg ‘eAeqeins ‘eliexer yedeim: | bBuequiopen (e

:nyek ‘buequiojab Al wejep 16eqia) ueieibay ueeuesye|ad

'INQP513] uele1Ha) [Isey eiep IseyuyLie ueynyePw uep bunby yewexyey Jnpjniis e1as uejipesad uepeq uep bunby

yewesjyew 1/H-v)Y /ueiebbue ueunsnAuad uep ueyningsy ‘euesesesd eueles ‘Ngs buejusl isesuepuels/ueelawad |ey wejep ‘Buelep esew
Ip ueeueduasad bunynpusw wejep yessep uep jesnd sejue (oyypi1 Aom omy) 1sesiunwioy] eipaw Ipefusw esiq uesdeleyip 1ul ueieibay Nl uledS
‘ueunbueq uep yeue) ule| eiejue eueieseld eueles uep uebuenay ‘|Ngs bueiusy erep ueindwinbuad ueynje|ip Isenjeas uep bunioyuow wejeq

‘uedeybusjiad olig uep uelemebaday oiig ‘wnwn oiig ‘uebuenay oiig ‘isesiuebiQ uep ueeuedUaIdd olig Lep
u1pJa1 1esnd Liep sebnyad uep Buipueq 1exbull uep eweysad 1ex6unl uejipebuad sielaeS/eIRlIURd Bled el1sad uebuap ‘uejipesad uebunybul|
enwas eped eissuopu| yninas 1p 1suiroid Q€ Ip Isenjeas uep buuoyuow yejepe (ui weiboud wejep ueynyejip buek uejeibay gns edesagag

ueeiseboud) ueurdwid
ueesebbuajahuag
weiboid

uepury

weiboid

ON

9002 NNHVYLNVHVYDDNVY NVA WVUDO0Ud ISVSITVIYH
9 NVHIdIWY1

110



900Z/1IA

/VYNG/1S/V¥9T JOWON Isessiuiwpy uesnin uepeg ejeday sebn| 1eing uesleseplaq 500z Unyel bunby yewesyep diyy1 ueunsniuad

uep 900Z/A/YNG/LS/VO0L JOWON Isenisiujwpy uesnin uepeg ejeday sebn] 1eing uexiesepiaq 900z unyel bunby yeweyey efisuiy

uedelauad uelenquwiad uebuap yejepe ueynye|ip yed1 buek ueieibay ni yNuN ‘€00z unyel /| JowopN buepun-buepun lensas

ef1aupy siseqaq buek uesebbue waisis uebuap uejelds 1ul ey uep uesdeleyip bueA 134adas uejellaq ueyeuesye|ip buek ueielbay

uep weiboid denas sebe ‘isenjens uep Hurioyiuow ndiew uesnye|ip Huek uelelbay ‘ueeuiquad Isbuny Liep uelbeq lebeqas
‘uelode|ad uep isenjeA3 ‘Buioyuo|y uelelbay

‘nieq 11abau uejipebuad
| 1 }NIUaQIa1 Ye[dl 9007 Unyel eped ‘uejipebuad o yelel 1exapiadwaw 114adas 1eyeledsew depeytal ueuelejad uesuagquiaw wejep
ueyepnuwiay| ueyRgqusW exbuel Welep undnele yeidep jwouolo buepun-Guepun Lep Jegnje lebeqas ueynsnip bueA nieq ewebe
uejipebuad uep pabau uejipebuad ueyniuaquwad ueinsn dennas depeysal Isen|eAd uesnyeldw yejepe ueynye|ip buek ueeibay nyes
yejes ‘ue|ipesad uepeq [eisueuy uep isessiuiwpe isesiuebio depeysal ueeuiquiad Isbuny ueyeuesyelaw wejep bunby yeweyyep
‘Jeejuew ISen|eAd Uuep uenejuewsd -

‘WiNYNH ISellSIujWpy ueunsnAusd uep ueeulquad uejelbay  °q

‘siwapesje yexseu ueienquwiad yniun exedip ueye 1ngasial Jauoisanb |isey uep uejipesad uebunybul|
¥ )N1un Jauoisanb ueyjjiseyip yeja1 euewip bunby yewedyey uejipesad ejeueid [euoisbuny uelegel snwniad wil ueyniusaquiad -

‘uejipesad jeuoisbuny ueleqel (4piq)
‘ue|ipesad ueebequs|ay ejod (YpiQg)
:ueyjjiseybusw bueA uejipebuad euesye| eley uep Isesiuebio uebuequisbuad ueseyequiad wil ueyNIUSQWD -
:yejepe ueynyje|ip yed1 buek uelelbay
‘ue|ipebuad euesye| ejey uep isesjuebio uebueqwiabuad (q

‘Bunby yeweyey ueessliueday bueyua|
90/1 L L/XS/80/VW JowoN bunby yeweyyepy eniay uesninday 1eins uep bunby yeweyye 1elieiasnas bueius)
900C 124e\ €1 [eBBuRl 900Z/L L L/£0/X3S/VIN JOWON Bunby yeweyye sueiaiyas uesnindayl 1eing eAuueyiqaup
uebuap lepuelp ‘eAuueyiesajaAusw yniun bunby yeweyye npedial wii 3}niusqgip jyniun bunby yeweyyew
ueeJd)iueday uep 1eleINAS Bf19Y B1R) Uep Isesiuebio JnPnJls uelesaAuad uebuap nfuepepunip npad exew
‘bunby yeweyyep ueessyueday bueiusl SO0 UNYe] t| JOWON UIPISald Ueinieldd uep bunby yeweyey 1e1ieiaiyas
Buejua] 500z unyel g | JowoN bunby yewexyey yemeq Ip (waisAs joos auo) deje nies uejipesad w1sIs ISUSNYDSUOY
1ebeqas uapisaid ueinielad bunby yewesjyey ueessljuedayl uep Jelelaiyas efisy eiel uep isesiuebio uelesajaAuad (e
‘IsesjuebiQ uep wnynH ueeuiqwad uelelbay) ‘e

wnynH
ueeuedUlIdd weiboid

111



‘uesebbue ueinsnbuad ‘gyy ueienquiad Huejusy ejnd ynsewsy isuidoid g eped uejipebuad uelelielaIyasey
/uesefef jeqefad eAusnsnyyj uejipesad uebunybul enwss eped uejipebuad resede eped 7/y-yyy ueunsnAuad siuel
uebuiquiqg uexnje|ip npad exew ‘iIbueinyip 1edep 1ngasia) ejepuay Jebe N1 jniun ‘(3iexu9) uswaledsp yajo
ueyeuesye|Ip) LIpuas eAuuesebbue unsnAusw yeusad yepn uejipesad uepeq jeiede efisury lul Bweds [eyeped eusq
uep yieq uebuap /-y unsnAusw jedep yniun uejipebuad buisew-Huisew jesede uejidwelalsy niens ueynpadiq

*/00Z unye] bunby yewesjyep 7/)-y)y ueunsnAuad siusel uebuiquig

- uejipesad uebunybull enwss eped uejipebuad uesebbue ueyningay ebnl ideyay ‘efes (3esnd) bunby yewedyely ynun

eAuey yepn 7/)-¥)Y unsnAusw bunby yeweyyepy exew ‘bunby yewesyep isesiuebio inpjniis uebueqwiabuad isisuery

esew wejep yisew uep bunby yewesyep yemeq Ip (waisAs joos auo) dele nies uejipesad walsis eAunyepssq uebuag
*/00Z unye] bunby yewexyew (1/)-v)y) ebequa /uelialuawsy ueiebbuy e1ay euedusy ueunsnAusd

*(yprdna nqu upjiquias snipi pbiy pinf wpua ynind

pnp snip1 yniny ioAjiw nips ynind upjiquuas unijiil vbij) -000°60£°92,° 160°€ 'dy Jesagas yejepe 900z 1oqwadop 9 [ebbue|

D00Z/Z0'MIN/9+S-3S :IOWON [y uebuenay| L31USKy Uelepd jeing ueyleseplad £00Z Unyel bunby yeweyye jiiuyap nbeq

-'000°200°CEL08"L Y [epo efuejdg  °g
*~'002°969'L9¥'9¥8 ‘dy Bueleg efuejpg 'z
*-'008'L0€'96£°0LT’ L 'dY lemeBad efuejpg |

mjuaq 1ebeqges uepuiad uebuap (ypidni
pinf snipJ wpua JoAjiw 1pdwa ynind wipua snips updpjap unijiil pbif) -000°000°009'498"€ 'dy Jesagas £00g unyel ueiebbue
ue[nsn ueynfebusw Bunby yewexye ‘14 ¥dd |11 1siwoy uebuap redepuad tebusp jedes npjem eped 900z unyey epeq
‘bunby yeweye ueiebbuy ueinsn ueynfebusyy
‘Bunby yewexye 1uiid anjq eped uebuap eAuuerelbay uep weiboid uesuejefusw
Bbunby yewesyepy wejep uende ueyipelip uexe eAunnueu buek'600z-¥00z unye| sibaiells eueduay ueunsnAusd
‘weiboid ueunsnAusad uep ueeuedualad uelelbay ‘3

dINYT UBP dIYY Isesijeisos ueleibay  p

@

(e

‘efegeings Ip ueyesebbua|as 1p ‘uejipesad uebunybull enwas 1p buipueq 1exbuil uejipebuad suelaas e esed uep isuidosd
e103Nnq1 Ip ewelad 1ex6un sueanas (e eded eliasad uebusp ueyeuesye|ip Yedl diyy1 Uep diMy Iseslje1sos uelelbay ueeuesyelad

‘lIp “(uejipesad uepeq efiauny) rededip yeal buek [isey ‘ueseuesye|ip yeal buek ueieibay-ueieibay leusbusw uie| erejue uejipesad
uepeq Liep elep-elep yajo bunynpip sniey bunby yewesyep diyy1 uep diyy ueunsniAuad eusiey ueynse|ip 1ul [eH uejipesad uepeq
uesefel@y 4y uep diyy leusbusw ueyjisesijeisosip npiad exew bunby yeweyen ys|o diyy1uep diyy uelenquiad eAubunuad euaiey

112



(£00Z bunby yeweyyepw

ef19)] weiboid erias uebuenay ueqemel(bunbbuelriad uep |y YN ueiebbuy iseyoly Huejual uedejapay ueibeg eped 1eyjip jedep
ueuUIY) 'Seulp yewn geyai 4oyuey bunpab ‘geyai ‘seulp yewnu ueunbuequiad jojuey bunpab ueunbuequiad ‘yeuel ueepebuad :ue| erejue
ueynye|ip bueA uejelbay exew ‘uebungquieulsayiaqg uep deyeliaq eledas uejipesad uepeq eueseseld uep eueles ueleybuiuad ueyselsoudwasw
eAusjoyod sebny ueeuesyejad uesedue|ay Bunynpuaw wejep bunby yewedyey exew ‘uesuneyudwsw buek uejipebuad eueseseid uep eueses
1sipuoy ueyneysadws| ‘uejipesad uebunybul| (Ipdwsa) ¢ depeyual isesiuebio uep Isesisiulwpe ‘[eisueuy ueeuiquad uesnyePw ebn(‘|eisipnA

eAuure] wnmyny
ueyebauad ebequia
uep uejipesdd
ebequia efiaury

siuya) ueeulquiad ueynePw ulees bunby yeweyyepy exew ‘bunby yeweyyep yemeq ip deje nies uejipesad walsis eAunyejiaq uebuaq | ueyeybuiuad wesboid S
‘Buipueq 1exbun
ue[ipebuad uep ewenad 1ex6un uejipebuad efisy eiel uep isesiuebio anpjnils Yoip ueyjiseybusw yel wil ‘900z/IIIA/d9)-S/991/YNa/VW
JOWON Isellsiulwpy uesnin uepeg ejeday uesninday 1eing uebusp ‘uejipebuad efiay ey uep isesiuebio anpjnls uelfebuad wiy uesnfunusd | wN)nH ueynjuaquiad
:yejepe ueynje|ip ye[o1 bueA ueleiboy weaboad v

‘uajueg eweby 166ul) ue|ipebuad uep buequor
eweby ue|ipebuad 16eq yeue) sexo| uesdelsup yel1 ‘900z JaquiadoN g [ebbuel 900/IX/)S/622/MAS/YW
JowoN BbunbBy yewesyey s1e1aes uesninday 1eInS 1ensas Ule| BIRIUE ‘SNISUSW SNJS) Uep deyellaq e1edas
INQas43} ue|ipebuad Jojuey 16eq yeuel ueepebuad ueybuepas ewebe uejipebuad Ip yeuey ueepebuad
uedejuewsad /ueydelaup yeay 4aa|iw uejipebuad (0611 ynind bnp) £z 168 INGSID) Yeue) ueepebudd JaM|iw
uejipebuad enwas 16eq yeuey ueepebuad yejepe seyionid yesbue| nyi yniun ‘eAueueseseld uep eueles
-eueJes ueyipefusw bunby yewedyey uedifema ipefusw ebbuiyas ‘eAurase-1ase ueyijebuad 1e11asip yepid
Jay[iw uejipebuad ueyijebuad ‘Ingasial uejipebuad (pnp) z 9% ueyljebuad yefss uebuequiniad uebuag
‘ewebe ue|ipebuad
uep Jay|iw uejipebuad eAusnsnyy ‘uejipebuad Jojuey bunpab |6eq yeuey ueepebuad uedejuewsd .
:ueje|fay uexepebusw Bunby yeweyyely 1ul [ey 1exta) ueeuiquiad uesnsejdw wejeq
Ja|iw uejipesad uebunybull Ip yeuey ueepebuad uedejuewad -
‘e(19) Isen|eA3 uep Ueeuesye|9d ‘UBBURIUDIR SIUXD] uelselBajuibuad (P

113



‘eseylad

051 Yyejwnlaes WYH uep Ny edexiad uelessjakuad uep ‘esexiad 00001 Yejwn(as esexsad uesnind uexebbuny uejesajaAuad ueeuesye|ad
efeiq 1ul |ey wejep ‘ueejepiaday Huepiq wejep wnyny ueeuesyejad yejepe ueynye|ip buek uelelbay lepewsw bueA [eisueuy uebunsnp
uep sedy ef19y ueynpadip ‘Yequienaq snid) buek bunby yewesyey Ip epelaq bueA elesad-eseysad uelesajpAuad bunynpusaw wejeq
‘efuyemeq

1p uejipesad uepeq,/eisauopu] ynin|as 1ep [esesaq bueA jjequiay uenefuiuad uep isesey esextad uesjiesajaAuaw uedifemaysaq 166U}
ue|ipesad uepeq lebegas Hunby yewesjyey ‘uejipesy eses ueyLIdquISW e1Ias 1edad jizejal buek nyjem uebuap ‘eAuepeday ueynfeip

WVYH uep wmjny

BueA eiexiad sninwsw uep esylIBWSW ‘ewdausw yoxod sebnl leAundwaw eAuyemeq 1p uejipesad uepeq uep bunby yewesyep ue)yebauad weiboid ‘6
‘yesaep |p uejipebuad epedsy bunby yewesyep
|| uep | uo|as3 1eqefad ‘HBunby wijeH ‘ueurdwid Yysjo uesnyejip bueA uejipesad uep wnyny ueeuiqwad ueeiebbuadjpAuad e
'SNSey| 0G| eweldd ] uejipesad eAelg ¢
'snsey 0g buipueg ] uejipesad eAelg ¢
reJedebuad/yews(iaiuad/isyes/wnyny uenjueq ueeuesyead efelg ‘e
:nyjeA jeyesefsew ueuelejad
uenjueq |ul [eY wejep [e1sos uenjueq ueeuiquad uep ‘yesaep Ip uejipebuad oy bunby yewesyel || ‘| uojes] 1eqefad ‘bunby wipeH ‘bunby |  wnynH uenjueg uep
yeweyyepy ueuidwid yajo uexnye|ip buek uejipesad uep wnyny ueeuiquad ueelebbuajpAuad uesuaqwaw yejepe ueynye|ip buek ueielbay ueuefejad weiboid ‘8
‘ueiel69y G welep Huelo o depeylal 1edeieAsew Yoy o3 /ebequid) /isesiuebio uebuap yedepuad Jebuap uep uelelbay
G wejep buelo oG depeyua) Isew.ojul ueregakuad uep ueyninAuad jul jey wejep ‘qexesedsew ueyipipusd ueelebbusjphAusd '€
'SNSey| 0G| BWeldd ¥ uejipesad eAelg ¢
'snsey oG buipueg ] uejipesad eAelg  °|
:ejedebuad /yews(isuad /1syes /wnyny uenjueq ueeuesyelad ekelg g
:uep UIpJa) buek ‘eyeselsew ueueAe|ad uenjueq ueyAqUISW Yejepe ule| eieiue ueynye|ip buek uelelbay
‘ndwew Hueiny| bueA jexeselsew depeysal eAusnsnyy| ‘Yednw uep eueytapas ‘yedad buek uejipelad seze uebusp WVH uep
1ensas ‘ue|ipeay| ieduad JeyeseAsew epedsy ueuedejad ueyaqwaw ledep eind uesdeseyip ‘uejipesy uesyebausw weep yieq uebusp wnynH uesepesay|
efuyoyod sebny uexuesyelaw yedep ynun Injunip Huidwesip ‘uewiseyay ueesenydy euesyead ebequia| lebegas Bunby yeweyyep ueje)bujuad weiboid L
*(WdS) [ewiuiw ueueAejad ueeuiquiad Ul [ey wejep ‘wnyny uenjueq uep ueuekejsd  °q
‘yese(i ueiensakuad e149s || uep |1 seulp uelln nuek uelemebadsy IsensiulWpe ueeUIqWSY e
‘bueso 0OG: wnpjey uojed ueyneRd v
‘bueso 0g: els nunfynjun ueyneed ¢
‘buelio 06: wijeyymunueyneRd ¢
‘buelo op: npuewsad ueynepd L
:yejepe ueynye[ip yeal bueA ‘siuxal ueynead uep ueyipipuad  °q
:ule| eJejue ‘900z unyel eped uexnye|ip buek ueleibay
‘uebunquieulsayiaqg uep siewsalsis e1edas ueyiejad uep ueyipipuad Injejsw ule| eielue eAuselijeny wnyny
ueieybuiuad ueynpadip nuyniun ‘eAusebn] uesueje(usw wejep jeuolsajoid bueA (siuxal uou upp sjuxal pboual bAusnsnyy) uejipebuad 1S9j04d selijen)
ueje)bujuad weiboid ‘9

Injesede ebeusy ueynpadip exew ‘Uewyeysy ueesenyay ueeuesye|ad sebny ueeuesyelad ueiedue|dy Hunynpusw wejep bunby yewesyep

114



"#00¢ unye] £z Jowou buepun-buepun uep 00z unye] zz JowopN buepun-buepun depeyal uesebbuejad
uesnjejaw yepn eAuisbuny uep eAusebny uexuejefusw weep uejipebuad injesede ueydeleyip ingasia} [ey eAulses]jelsosial uebuag

‘WVYH ueiebbuejad ueyednisw eualey (bunydyyp.y) seue uep uendwaiad
depeyia) uebuebepiad uep JireuIWLYSIP ‘UBSEISNDY 3N1uaq elebas ueysndeybusw yniun yeyuuswad weiboid uebusp 1exs1 1ul jeH

‘uoquiy uep Liepuay ‘uisewlefueg Jesedus ‘buepeq

‘Jessexe|y ‘eAeqeins ‘bBunpueg ‘niequexad ‘uepaly nyeA eloy o| Ip eAuueesebbusjaluad 16equal buek Bueso psg yejwn(as uejipebuad injelede
/1eqefod esed epeday yeue uep uendwaiad depeysal uebunpuiad isesijeisos uebuap yejepe 9ooz unyes uexnye|ip buek ueleibay esew 4apuab
ueewelnsniebuad weiboid uesjieyeselsewsw wejep yeyuuawad weiboid bunynpusw wejep e149s wnyny uenseday uep uejipeay bunynpuaw
eybues wejep exew ‘wnyny uedepeyip ewes buek uenyepsad enss [Ipebuek wnyny uensedsy uep uebunpuipiad ‘veujwe( ‘uenyebuad eyss [ipe
Buek wnyny uenseday uep uebunpuiad ‘ueuiwef‘uenyebuad seye seysaq Huelo denas nue sy61 ANN (L) 8Z [esed Sy61 ANN Feuewe 1ensas
yeuy uep uendwaiad depeysal uebunpulliad Isesi|elsos

)euy uep J3puan
ueewejnsniebuad
ueebequia|d)
uejenbuad weiboid

115



‘bueulq |exbued eweby

ue|ipebuad ‘uewelied eweby uejipebuad Jesbues nieg eweby uejipebuad ‘166ul] 1uxng eweby uejipebuay
‘nebbul yngn eweby uejipebuad ‘o1eula] eweby uejipebusd ‘ueiesty eweby uejipebusd ‘Ojeluoion eweby
ue|ipebuad ‘eAeseybuejed eweby uejipebusd ‘lesag emequing eweby uejipebusd 106015 yeue)] eweby
uejipebuad ‘ueded yijeg eweby uejipebuad ‘Buoiebbus] eweby uejipebuad ‘uafey eweby uejipebusd ‘Ime|s
eweby uejipebuad ‘Bueje|y ‘qey eweby uejipebuad ‘eley nieg eweby uejipebuad ‘oxbueg eweby uejipebusd

‘wejeg eweby uejipebuad ‘Bueuld bunfue] eweby uejipebuad ‘uendwapis bueped eweby uejipebuad s nyjeA ‘(sasoid wejep yisew) eweBe uejipebuad |/
uep uabau uejipebuad sejay ueieybulusd uensn
‘weyed )yngn eweby uejipebuad ‘Buelexr) eweby uejipebusd ‘esyey ebi] eweby uejipebuad ‘buouiqr)
eweby uejipebuad ‘ung uejeybued eweby uejipebuad 1dwes eweby uejipebusd se[ay ueleybuiuag
‘weyed yngn LabaN uejipebuad ‘ebjoqis uabaN uejipebuay
‘21euI9] USBIN ue|ipebusd ‘ojelucion LuabaN uejipebuad ‘nfnwepy LabaN uejipebuad ‘opul uabaN uejipebuay
‘len] 11963 uejipebusd ‘D1ed-aied UabIN uejipebuad ‘Dusfexbued LuabaN uejipebuad sejay ueleybulusd
“Jnwi| eJdyew|eH ‘qey eweby uejipebuad ‘uendwapis
bueped e10y eweby uejipebuad ‘obepeg buepias ‘qey eweby uejipebusd ‘uewelied eweby uejipebusd
‘efejewnyise] e10y eweby uejipebusd ‘luniuig ‘qey eweby uejipebusd ‘Wwoiay ‘qey eweby uejipebusd ‘uoing
eweby uejipebuad ‘uele|as ameuoy| ‘qey eweby uejipebuad ‘uisenfueg ‘gey eweby uejipebuad ‘Buogs
‘qey eweby uejipebuad ‘Bueyiday) ‘gey eweby uejipebuad unwi] welss eweby uejipebusd ‘1eieg weiss (uapisald uesninday 1pefusw ueyesabuad ‘9
‘gey eweby uejipebuad ‘qeieg exbueg-gey eweby uejipebuad ‘Yyebua| exybueg qey eweby uejipebuad wejep yisew) usapisaid uesninday uebueduey
‘uele|as ey bueg qey eweby uejipebusd ‘uele|as eioyew|eH ‘qey eweby uejipebuad ‘e|ns uenejnday|
‘qey eweby uejipebuad ‘eAeiseweyq qey eweby uejipebusd ‘oeq 210y eweby uejipebuad ‘buoiopy
161194 ‘qey| eweby uejipebuad ‘eun-eun ofo] ‘qey eweby uejipebusd ‘Yeus|y J1susg eweby uejipebusd
. 900¢ 19quisssQg .
IpIpuBLLlY LID3N ue|ipebuag uexmusqud | [e66UR) 900Z UNYE] /7 JOWON UdpIsald uesninday s
‘upin1eg uabaN uejipebuad uep Hueke buelwe] U6 uejipebUId URYNIUSQWDY Z1 [eBBUR] 900Z UNYEL OZ JOWON cmbmwmhwmﬂwmww v
. 900¢ soquisssg .
BSUE HIB3IN UB|Ipebuad uBiMuaqWag Z1 |ebbue] 900z unye| Gz JOWON uspIsald uesninday €
. nueAoooz BW | .
10195 Bunfue] LabaN uejipebuay uesNIUSqWS LL [e6BUL1 50Z UNYeL © JOWON USPISal4 Uesnandsy z
Jnwi] bunger bunfue] 13BN uejipebuad ‘|eieN buljiepuely 163N uejipebuad ‘1eieg [einy LI9BIN ue|ipebuad 71 [E66UE1 900 UNYEL L JOUION cmvmw\wﬁ_mhwwﬁw_www N
‘unbuejoles LI9BAN ue|ipebuad ‘0ga) 19BN ue|ipebuad 1eieg uewesed LUS6AN uejipebuad ueyniuaquad cmcmn_a?_w& 9002 UNYeL bz JOUION cmv_mm\_n_ uesninday,
uejipebuad ueyefiga)| Jeseq oN

900C NNHV1 YINV13S

NVIIAYON3Id SY13IX NVLVIONINId NYA NHYE NVI1IdYONId NYINLNIGW3d

LNVHIdWVYT

116



ueesyefasay ueleybuiuad

uep yieq piodau ey eAundwaw buek eAuule| siuyel siuy9) ebeusl 16eq piemas uesquiad wiAlsIs "3
ebeus) uep wnjey 16eq Jejab uesnull ueyIpIpudd
ueelaliueday
1eqefod uep wnjey uejedwauad isesijeuolsey  ‘p
uswsafeuew uep uenw|iey Jisuayaadwoy
siuy a3 169s 1ep yieq wiyey pJodal ydes} uelejiuad BueA wisey seyjeny uelejiuad wWA3sIs uelenquiad D
(buipueg
1e36Ul] uep ewelIdd 1eYbUul] UejIpebusd ueUIdWwId
uo|ed ISY3[9S Uep ISeIN|A ‘ISOWOI ‘UdWwinIyy) uejipessd
siuya) ebeual Jouey ueeuiqwiad wiassis uelfeybuad  °q
wnjeH siuyal uendwewsy eAiexeyo
(Ilp ‘leson
seibaiu| sl) ueuduiuiada) uep uawiafeuen 1epia uejipesdd jesedy dwisi|euolsajold uelebuiusd e SYLAVNM z<._.<v_u__/_\,__bw_%_\x,_%wmmMM_
e1IS NIN( uep eI3lURd SIUX3] 18]Y4I] : : : :
wieH siujaL 1epia
WYH Uep N eJexiad ueless|akuad ueieybuiusd  p
1eyelefsew ueneysad
Mleusw buek elexad ueless|afuad ueebuiusd D
1leqwiay| uenefuiuad WYHNYQ
uep Isesey| eie)Idd Iseinuipy uelesa|aAusd uelexbuiuad  °q WNMNH NY)IYSINId WYHO0Ud
llequisy
uenefulusd uep ISesey| eiexylad uelessjakusd ueleybuiusd e
166uI9] UB[IpRISd UBP WNYNH UBRUESYE|Sd  '( NYHVLINIYINIIIN
wnwi 1SeNsIUILPY Ueeuesyedd B NVA NYYHYOININ NVNIdWID

NVVHVYOONITIANId WVHDOdd

ueje|bay uenuly

uejeibay

welboud siuaf

‘ON

L00¢ NNHV1

14 ONNOV HYINVMHVIN NVIOO0¥d VNVOIONIA

8 NVUIdINV1

117



sjeue
uep eyuem depeysay uebunpuiiad bueluay Isesi|eisos

|eISOS ueelalyel@saY URBUIqIG UBP URRUIGUIS

AVNV

NVQ 43dN3ID NVVIANVLNSNYYONId
NVVOVAWNITIN

NVLVNONId WVYHOO0dd

uendwaiad undnew pjej-iye| yieq ndweuw sepiy nele upsiw
uebuojob 16eq wnyny uenjueq uep ueuekejad ueieybuiusd

WMINH NYNLNVE NVA NYNVAV13d
NVLVIONINId WYH450Ud

ueesayefosay ueleybuiuad
uep “jleq p10d3as ydes) oeAundwaw buek eAuure| siuyal
uou ebeua} 16eq Je[9b uesiuL UBYIPIPUd INjR[DW UIe|

elejue siuyd) uou ebeudl 1beq piemals ueusqwiad wLIsIS P
ue|ipesad
S|uy3) uou ebeud) NAS ueledwauad Isesijeuoisey D
ue|ipesad
s|uya) uou ebeusy Jauiey ueeuiquiad wIlsis uelfexbusy  °q
“(ueuidwiwaday uep uswafeuew ‘siudaL(INAS uejipebuad siuxaL uoN/iniesedy eisnuepy 4NLVHYdY VISNNYIN YAV
Susijeuoisajoid uelexbuluad ueyle|dd uep ueyIpIpusd eAe Jaquing selljeny uep seyjueny ueleybuiusd e 43NS NYVYT0T1IDNId WYHDOHd
13UJ31Ul/ISEWIOJUI WSISIS
uebuequiabuad uep uesemebuad Isesisiuiwpe ‘wnwn
Isensiulwpe ‘eseyad Isensiuiwpe walsls ueunbuequiad ueipebuad sejljiqelunye uep Isuesedsuesy ueleybuiusd 9
‘esexiad uejesajaAuad sasoud inyelabuaw jedad uebuap
Jebeijgnd epeday) ueueAe|ad sasye ueyIRIqUIDW
bunby yewexyepy uedap jemey nxe|as buipueq yexbun T ——
uepipebuad uexedepiaquisw uebusp Janba1 undnew uesemebusd Uep UBRUIQWIJ UBBUESYE|9d UBlRYbUIUSd P
1393w uesemebuad uep ueeuiquad ueleybuluag : :
|IP “1nwiioy ‘esedy e1lIRg ‘uesning ]
1149das uejipesad uepeq uesnind uenyequad ueyieqiad e1B}ag Uswfeue W3sIs ueeundwakuag >
‘[Ip ‘snsnyy uejipebuad/ueuesuad
uejipebuad uesniuaquad ‘uejipebuad jeqefad eueseseid
eueles elas uejipebusd bunpab inpjniiselyur ueyeqiad ue|ipebuad Yisi{ BUBIESRI] UBD BURJES URlEYBUIUSY  °q
uep uebuequwiabuad ‘1epjipsnd bunpab ueunbuequiagd
eAuisbuny uep sebny ueeuesyejad) buipueg
uep ewendd 1exbul] uejipeidd ueeiebbuspAusy e VANNIV
WNXNH XVYDINId YOVEWIT

NVA NV1Idvy3d VOVANT
VIYINI NVLVIONINId WYH50Ud

uejeibay] uenury

uejeibay

weiboud siuaf

‘ON

118



ue|ipesad uebuenay) uswsfeuew ueeuiquisd

nped.s) esedas uesode| uep

‘uesebbuebuad ‘ueeuedualad uswaleuew ueeuiquad
ue|ipesad uelemebadsy usws(euew ueeulquad
ue|ipesad ISeJ1SIUIWPe WI1SIS UeeUIqUISd

ue|ipesad uedeybus|iad uswaleuew ueeuiquad
ue|ipesad

ueebequwia|ay uep Isesiuebio uswafeuew ueeuiquisd
ue|ipesad

uejebbue uesemebuad uep uesebbue ueeuesyejad
‘uesebbue euedual ueunsnAuad wajsis uelfeybuay
ue|ipesad |sesiuebio waisis uelfeybuad

ue|ipesad Iseslsiuiwpe wa1sis uelfeybusd

ue|ipesad yisy euelesesd uep eueles uejfesbusd
ue|ipesad |elsueuy uep

Iselisiulwpe ‘isesiuebio ueljepusbusd uep ueeueduaisd

S JUTJ u

I

WNXNH NYYNYDN3d3d WY4DO0dd

ol

wnyny buepiq uep Japuab ueeweinsniebuad isesijelsos
WVH uebunpuiiad buepiq ip ueueke|ad

Jepueys ueeuiqwiad uep ueelsebbuajaAuad ‘uedelfusd
1e)RIRASEI URYIPIPUY UeRIRBBURIRAUR

WVH NVA WNXNH NYdYavSan
NVLVIONINId WYH450Ud

uejipebuad uesnind ueundwiy uewibuay

uejipebuad uesnind ueundwiy ueyeladuad

ue|ipebuad uesnind ueundwiy ueunsnAuad

uejipebuad uesnind isesyipoy

VINIS uep Yng3d ueundwiy ueunsnAusd

ue|ipesad

uepeg Isellsiuiwpe ueeuiquad uewopad uelenquiad
npedis)

uswafeuew wajsis bueual ueinjebuad ueiseyipoxbuad

U0 duw O

el

WNXNH NVXNLNIGW3Id WVHDO0dd

ueje|bay uenuly

uejelbay

weiboud siuaf

‘ON

119






